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MOTTO 
                               
         
 
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan 
Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja. 
(QS. Annisa: 5)
PERSEMBAHAN 
 
Yang Utama Dari Segalanya… 
Sembah sujud serta syukur dan kasih sayang-Mu telah memberikan kukekuatan, 
Membekaliku dengan ilmu serta memperkenalkanku dengan cinta. 
Atas karunia serta kemudahan yang Engkau berikan 
Akhirnya skripsi yang sederhana inidapat terselesaikan, 
Terimakasih kepada kedua orang tuaku dan adikku yang telah memberikan rasa 
kasih sayang, serta dukungan, dan doa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PEDOMAN TRANSLITERASI 
 Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas 
Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada 
Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI 
Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman 
transliterasi tersebut adalah : 
1. Konsonan 
 Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab 
dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian 
dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf 
serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin 
adalah sebagai berkut:   
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama 
ا Alif Tidak dilambangkan  Tidak dilambangkan 
ب Ba B Be 
ت Ta T Te 
ث s|a s| Es (dengan titik di atas) 
ج Jim J Je 
ح h{a h{ Ha (dengan titik di bawah) 
خ Kha Kh Ka dan ha 
د Dal D De 
ذ z|al z| Zet (dengan titik di atas) 
ز Ra R Er 
ش Zai Z Zet 
ض Sin S Es 
ش Syin Sy Es  dan ye 
ص s}ad s} Es (dengan titik di bawah) 
ض d}ad d{ De (dengan titik di bawah) 
ط t}a t} Te (dengan titik di bawah) 
ظ z}a z} 
Zet (dengan titik di 
bawah) 
ع ‘ain …’… Koma terbalik di atas 
غ Gain G Ge 
ف Fa F Ef 
ق Qaf Q Ki 
ك Kaf K Ka 
ل Lam L El 
و Mim M Em 
ن Nun N En 
و Wau W We 
ي Ha H Ha 
ء 
Hamza
h 
...ꞌ… Apostrop 
ي Ya Y Ye 
 
2. Vokal 
Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal 
tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 
a. Vokal Tunggal 
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 
harakat, transliterasinya sebagai berikut: 
Tanda Nama Huruf Latin Nama 
 Fathah A A 
 Kasrah I I 
 Dammah U U 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transiterasi 
1. ةتك Kataba 
2. سكذ Zukira 
3. ةهري Yazhabu 
 
b. Vokal Rangkap 
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 
antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu : 
Tanda dan 
Huruf 
Nama Gabungan Huruf Nama 
ي...أ Fathah dan ya Ai a dan i 
و...أ Fathah dan wau Au a dan u 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. فيك Kaifa 
2. لسح Haula 
 
3. Maddah 
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan 
huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut : 
Harakat dan 
Huruf 
Nama Huruf dan 
Tanda 
Nama 
ي...أ 
Fathah dan alif 
atau ya 
a> a dan garis di atas 
ي...أ Kasrah dan ya i> i dan garis di atas 
و...أ 
Dammah dan 
wau 
u> u dan garis di atas 
 
 
Contoh: 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لاق Qa>la 
2. ميق Qi>la 
3. لىقي Yaqu>lu 
4. يمز Rama> 
 
4. Ta Marbutah 
Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu : 
a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau 
dammah transliterasinya adalah /t/. 
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/. 
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh 
kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu 
terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. لافطلأا ةضوز Raud}ah al-atfa>l / raud}atul atfa>l 
2. ةحهط T{alhah 
 
5. Syaddah (Tasydid) 
Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan 
dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini 
tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama 
dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. اّىتز Rabbana 
2. لّصو Nazzala 
 
6. Kata Sandang 
Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu  لا. 
Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang 
yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh 
huruf Qamariyyah. 
Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan 
sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan 
huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan  kata sandang 
yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang 
digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf 
Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti 
dan dihubungkan dengan kata sambung. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مجّسنا Ar-rajulu 
2. للاجنا Al-Jala>lu 
 
7. Hamzah 
Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah 
ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di 
akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena 
dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
1. مكأ Akala 
2. نورخأت Taꞌkhuduna 
3. ؤىنا An-Nauꞌu 
 
8. Huruf Kapital 
Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, 
tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku 
dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan 
permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka 
yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal 
atau kata sandangnya. 
Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 
tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut 
disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, 
maka huruf kapital tidak digunakan. 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 لىسزلاإ دحمم ام و Wa ma> Muhaamdun illa> rasu>l 
 هيمناعنا بز للهدمحنا Al-hamdu lillahi rabbil ꞌa>lami>na 
 
 
9. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata baik fi‟il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. 
Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim 
dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan 
maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua 
cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai. 
 
Contoh : 
No Kata Bahasa Arab Transliterasi 
 هيقشاسناسيخ ىهن الله نإو 
Wa innalla>ha lahuwa khair ar-ra>ziqin 
/ Wa innalla>ha lahuwa khairur-ra>ziqi>n 
 ناصيمناو ميكنا اىفوأف 
Fa aufu> al-Kaila wa al-mi>za>na / Fa 
auful-kaila wal mi>za>na 
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Fitriawati Zebua 
NIM. 142.111.154 
ABSTRAK 
Fitriawati Zebua, NIM: 142111154, “Transaksi Jual Beli Kredit Dalam 
Perspektif Fiqh Muamalah Di Toko Menara Surakarta” 
Penelitian ini membahas mengenai bagaimana transaksi jual beli kredit 
dalam perspektif fiqh muamalah di Toko Menara Surakarta.Peneliti ingin 
mengetahui apakah praktik transaksi jualbelikreditdiTokoMenaraSurakarta sudah 
sesuai dengan perspektif fiqh mu‟amalah (Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil) atau belum. 
Dikarenakan ditoko menara belum diketahui apakah benar-benar menggunakan 
perspektif fiqh muamalah atau  hanya dengan menggunakan sistem kredit seperti 
pada umumnya. Adapun tujuan dari peneliti yaitu untuk mengetahui transaksi jual 
beli kredit di Toko Menara Surakarta dan untuk mengetahui perspektif fiqh 
muamalah pada transaksi jual beli kredit di Toko Menara Surakarta. 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan, yang dilakukan dalam 
kehidupan atau kenyataan sebenarnya untuk mendapatkan fakta-fakta 
dilapangan.Dalam hal ini objek penelitian adalah pimpinan Toko Menara 
Surakarta.Peneliti menggunakan sumber data primer dan sekunder, peneliti 
menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan 
dokumentasi.Peneliti menggunakan teknik analisis data yaitu dengan pendekatan 
deskriptif kualitatif. 
Disimpulkan bahwa penerapan kredit ditoko menara boleh dilakukan. 
Karena sudah sesuai dengan bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil dan terdapat keunikan pada 
sistem kredit di toko menara karena pihak kedua di Toko Menara berposisi 
sebagai wakalah dan hawalah serta pihak kedua akan mendapatkan fee 10% jika 
dia memutarkan kartu-kartu yang dia peroleh, hal ini diberikan kepada pihak 
customer atas jasanya memutarkan kartu-kartu dari toko. Dalam hal ini terjadi 
akad ija<rah. Tetapi jika tidak diputarkan (ingin digunakan sendiri) maka tidak 
akan menjadi masalah, karena pihak toko tidak mengharuskan untuk memutarkan 
kartu-kartu tersebut. 
 
Kata kunci : Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil, Wakalah, Hawalah, ija<rah, Kredit, Customer.  
 
 
 
ABSTRACT 
Fitriawati Zebua, NIM: 142111154, “Transaksi Jual Beli Kredit Dalam 
Perspektif Fiqh Muamalah Di Toko Menara Surakarta” 
This research discusses about how to credit sell-buy transaction in Fiqh 
Muamalah  perspective at Menara Store Surakarta. The reseacher want to know 
has the credit transaction at Menara Store Surakarta been suitable with fiqh 
muamalah (Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil) or not. Because we don‟t know, has Menara 
Store used fiqh muamalah perspective or just used credit system for general 
This research is field qualitative, which is done in the real life. In this 
affair, the object of this research is leader of Menara Store Surakarta. Researchers 
use primary and secondary data sources, researchers use data collection 
techniques with interviews, observation, and documentation. The researcher used 
data analysis techniques, namely the qualitative descriptive approach. 
It was concluded that the application of credit at the tower shop could be 
done. Because it is in accordance with bai’ bi al-tsama>n ‘a>jil and there is a 
uniqueness in the credit system at the tower shop because the second party at 
Toko Menara is positioned as wakalah and hawalah and the second party will get 
a 10% fee if he plays cards which he obtained, this was given to the customer for 
his services playing cards from the store. In this case there is a ija<rah contract. But 
if it's not played (want to use it yourself) then it won't be a problem, because the 
store doesn't require to rotate the cards. 
 
Keyword : Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil, wakalah, hawalah, ija<rah, Kredit, Customer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DAFTAR ISI 
 
HALAMAN JUDUL ...................................................................................  i  
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .........................  i 
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI .................................  ii 
HALAMAN NOTA DINAS ........................................................................  iii  
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH ......................................  iv 
HALAMAN MOTTO .................................................................................  v 
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................  vi 
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI ..........................................  vii 
KATA PENGANTAR .................................................................................  xiv 
ABSTRAK ...................................................................................................  xvi 
DAFTAR ISI ................................................................................................     xviii 
 
BAB I PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah ......................................................  1 
B. Rumusan Masalah ...............................................................  4 
C. Tujuan Penelitian ................................................................  5 
D. Manfaat Penelitian ..............................................................  5 
E. Kerangka Teori....................................................................  6 
F. Tinjauan Pustaka .................................................................  7 
G. Metode Penelitian................................................................  10 
H. Sistematika Penulisan .........................................................  14 
 
BAB II LANDASAN TEORI 
A. Akad ..................................................................................  16 
1. Pengertian Akad............................................................ 16 
2. Rukun dan syarat Akad................................................. 16 
3. Tujuan Akad.............................. ................................  19 
4. Cacat pada Akad.......................................................... 20 
5. Dampak Akad........................................................... .  23 
6. Pembagian dan sifat akad ..........................................  23 
7. Berakhirnya akad .......................................................  26 
B. Jual Beli ............................................................................  28 
1. Pengertian jual beli ....................................................  28 
2. Dasar hukum jual beli ...............................................  29 
3. Rukun dan syarat jual beli................ .........................  31 
4. Macam-macam jual beli ............................................  32 
5. Jual beli yang dilarang ……………………………... 33 
6. Jaminan ......................................................................  42 
7. Wakalah  ....................................................................  43 
8. Hawalah  ....................................................................  45 
9. Kafalah .......................................................................  48 
10. Musyarakah ...............................................................  53 
11. Ijarah  .........................................................................  67 
C. Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil ......................................................  71 
1. Pengertian Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil .............................  71 
2. Dasar hukum Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil ........................  74 
3. Rukun dan syaratBai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil ...................  76 
4. Fatwa DSN MUI Nomor4/DSN-MUI/IV/2000 .........  78 
BAB III PRAKTEK JUAL BELI KREDIT TOKO MENARA 
SURAKARTA 
A. Gambaran Umum Toko Menara Surakarta .......................  83 
B. Visi dan misi Toko Menara Surakarta ..............................  85 
C. Struktur Toko Menara Surakarta ......................................  86 
D. Produk-produk Toko Menara Surakarta ...........................  88 
E. Syarat-syarat menjadi Customer Toko Menara ................  88 
BAB IV ANALISIS PRAKTIK TRANSAKSI JUAL BELI KREDIT DI 
TOKO MENARA 
A. Analisis Mekanisme Jual Beli Kredit Toko Menara .........  92 
B. Pelaksanaan Praktik Transaksi Jual Beli Kredit di Toko Menara 
dalam Perspektif Fiqh Muamalah .....................................  96 
BAB V PENUTUP 
A. Kesimpulan .........................................................................  102 
B. Saran ....................................................................................  104 
 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN-LAMPIRAN 
DAFTAR RIWAYAT HIDUP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Kegiatan ekonomi dalam pandangan Islam terutama dalam 
bermu‟amalah (jual beli) merupakan tuntutan kehidupan yang sangat penting, 
disamping itu juga merupakan anjuran yang memiliki dimensi ibadah. Orang-
orang sering menamakan jual beli itu dengan nama mu‟amalah. Karena 
mu‟amalah itu artinya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia 
yang lain. Demikian juga jual beli itu terjadi karena adanya hubungan antara 
penjual dan pembeli.
1
 
Jual beli merupakan tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan 
yang sepadan melalui cara tertentu yang sepadan melalui cara tertentu yang 
bermanfaat. Islam memandang jual beli merupakan sarana tolong menolong 
antar sesama manusia. Orang yang sedang melakukan transaksi jual beli tidak 
dilihat sebagai orang yang sedang mencari keuntungan semata, akan tetapi 
juga dipandang sebagai orang yang sedang membantu saudaranya. Bagi 
penjual, ia sedang memenuhi kebutuhan akan keuntungan yang sedang dicari 
oleh penjual.  Atas dasar inilah aktifitas jual beli merupakan aktifitas mulia 
dan Islam memperkenankannya.
2
 
                                                          
1Ilham dan Herlinda Sultan, “Perspektif Ekonomi Islam Terhadap JualBeli Secara Kredit 
(Studi Kasus di DesaTarramatekkeng  Kec. Ponrang Selatan),”  Jurnal Muamalah, Vol. 
VII,Nomor 2,2017,  hlm. 35. 
2
 M. Yazid Afandi,  Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan 
Syariah,(Yokyakarta: Logung  Pustaka,  2009),  hlm. 54. 
Dasar hukum yang membolehkannya jual beli ini terdapat dalam Al-
Qur‟an yaitu: 
1. Q.S Al Baqarah 275 : 
                         
                                      
                                  
              
Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama 
dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan 
riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, 
lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) 
kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah 
penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.
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2. QS. An-Nisa‟ ayat 29: 
                            
                     
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan 
harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan 
janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu.
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2009), hlm. 47.  
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 Departemen Agama RI, Al-Qur‟an dan Terjemahnya, (Solo: PT Tiga Serangkai Pustaka 
Mandiri, 2009), hlm. 83.  
Jual beli tidak hanya dilakukan secara tunai, tetapi juga dapat dilakukan 
secara kredit. Hal ini dapat dilihat bahwasanya salah satu kegiatan bisnis yang 
terjadi di zaman modern ini adalah jual beli secara kredit. Meskipun tidak 
memiliki cukup modal, perorangan maupun perusahaan dapat melakukan 
pembelian/pengadaan suatu barang secara kredit (utang). Dalam praktek, 
harga kredit biasanya lebih tinggi dari harga tunai. Karena pembayaran dalam 
jual beli kredit dapat dilakukan hingga beberapa kali angsuran selama periode 
tertentu sesuai hasil kesepakatan para pihak. 
Jual beli kredit merupakan bentuk jual beli dengan cara berutang yang 
pembayarannya dicicil hingga periode tertentu sesuai kesepakatan. 
Menjual/membeli sesuatu dengan harga tangguh yang dilunasi secara 
berjangka. Dalam fiqh, jual beli kredit dikenal dengan istilah Bai’ bi Al-
tsama>n ‘a>jil.5 Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil atau yang juga dikenal dengan jual beli 
tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-
barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya. Dari 
segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan ba‟i as-salam, yang mana 
pembayaran dilakukan secara tunai, sedangkan pengantaran barang 
ditangguhkan. Jual beli kredit banyak dilakukan dimasyarakat, salah satu 
contohnya yaitu tukang kredit, dalam hal ini penjual menjual barangnya 
kepada pembeli seperti bantal, guling, perabotan dapur dengan sistem kredit 
yang bisa diangsur beberapa kali untuk pelunasannya. 
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 Burhanuddin. S, Hukum Kontrak Syariah, (Yokyakarta: BPFE, 2009), hlm. 238. 
Jual beli di Toko Menara Surakarta terjadi melalui 2 transaksi. Pertama, 
transaksi cash yaitu transaksi yang terjadi saat pembeli dalam membeli 
produk, tidak dibatasi harga dan langsung membayarnya saat itu juga. Kedua, 
transaksi kredit terjadi di mana pembeli dalam membeli produk sebesar Rp. 
500. 000,- dan dapat di ansur selama 2 bulan, tanpa adanya tambahan harga 
yang sebagaimana pada umumnya jual beli kredit dimasyarakat. Dalam 
transaksi tersebut terdapat tiga pihak yang terlibat, diantaranya pihak pertama 
yakni pihak toko, kemudian pihak kedua yakni customer yang dapat 
berhubungan langsung dengan pihak toko dan pihak ketiga yakni juga 
merupakan customer pihak toko, tetapi dia tidak dapat berhubungan langsung 
terhadap pihak toko. Untuk harga, pihak toko tetap menggunakan harga yang 
ada pada label yang tertempel pada produk toko. Baik itu pembelian secara 
cash maupun secara kredit. 
Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengetahui 
lebih dalam tentang pelaksanaan jual beli kredit di Toko Menara Surakarta. 
Dengan ini penulis tuangkan dalam skripsi yang berjudul: “MEKANISME 
JUAL BELI KREDIT DALAM PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH DI 
TOKO MENARA SURAKARTA”. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan hal-hal yang telah terurai diatas, maka penulis akan 
merumuskan masalah sebagai berikut: 
1. Bagaimana mekanisme jual beli kredit di Toko Menara Surakarta? 
2. Apakah mekanisme jual beli kredit di Toko Menara Surakarta sudah 
sesuai dengan perspektif fiqh mu‟amalah? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: 
1. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli kredit di Toko Menara 
Surakarta. 
2. Untuk mengetahui praktik transaksi jual beli kredit di Toko Menara 
Surakarta berdasarkan perspektif fiqh mu‟amalah. 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dapat diperoleh dari hasil 
penelitian ini sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna untuk 
pengembangan ilmu pengetahuan dan pustaka keIslaman terutama dalam 
bidang mu‟amalah (Hukum Ekonomi Syariah), serta diharapkan dapat 
dijadikan bahan bacaan, referensi dan acuan bagi penelitian-penelitian 
berikutnya. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah 
intelektual bagi masyarakat. Masyarakat diharapkan mampu memahami 
dan menerapkan transaksi mu‟amalah khususnya dalam bertransaksi jual 
beli secara kredit. 
E. Kerangka Teori 
Transaksi Jual Beli Kredit, Jual beli kredit dalam 
terminologi/syariah adalah pedagang menjual suatu barang yang jika 
dibayar tunai harganya sekian, dan jika dibayar secara kredit atau 
angsuran, harganya sekian, yakni lebih tinggi dari yang pertama. 
Jual beli kredit biasa disebut dengan Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil atau 
yang juga dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu 
dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli 
dan ditangguhkan pembayarannya. Dari segi bentuknya, jual beli ini 
berbeda dengan ba‟i as-salam, yang mana pembayaran dilakukan secara 
tunai, sedangkan pengantaran barang ditangguhkan.
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Konsep dasar jual beli kredit, Jual beli secara kredit menurut arti 
bahasa (lughatan),  menurutnya kata taqsi>t memiliki banyak arti, antara 
lain sebagai berikut:  
a. Memisah-misahkan dan menjadikan sesuatu menjadi beberapa bagian. 
Jika dikatakan: qassat}a fula>n asy-syai’ berarti ia memisah-misahkannya 
dan membuatnya menjadi bagian kecil-kecil.  
b. Membagi sama rata.  Al-Lais| mengatakan bahwa kata “taqassumu asy-
syai’ bainahum” berarti„mereka membagi barang tersebut sama rata 
kepada masing-masing mereka‟. Dalam al-‘Uba>b, ia diartikan sebagai 
„adil‟, sedangkan dalam Al-Lisan, ia diartikan „adil dan sama‟, misalnya, 
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 Hendi Suhendi, Fiqh Mualamah,(Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 183. 
mencicil pembayaran utang  senilai lima ratus ribu rupiah sampai lima 
minggu dengan asum setiap minggu dibayar seratus ribu rupiah. 
c. Terlalu hemat / mempersempit belanja (taqt}ir). Frase “qassatha ‘ala> 
‘iyalihi an-nafaqah taqsit}an” berarti „dia memberikan nafkah kepada 
keluarganya dengan cara mengangsur‟, apabila ia mempersempit belanja 
mereka. Ath-Tharmah mengatakan dalam syairnya: Cukuplah baginya 
satu telapak tangan yang tak terlihat dua jari telunjuknya. Sangat 
berhemat lantaran takut kehilangannya. 
d. Bagian dan perolehan. Frase “taqassat}na asy-syai’ bainana” berarti 
masing-masing diantara kami mengambil bagian peruntukannya dari 
sesuatu tersebut. Sementara kata “wafahuqist}ahu” berarti „ia telah 
mengambil bagian penuhnya‟. Apabila sesuatu ini berupa utang, berarti 
utang ini dibagi-bagi dengan bagian yang jelas untuk dibayarkan pada 
waktu-waktu tertentu. 
F. TinjauanPustaka 
Dalam membahas sistem jual beli kredit, maka penulis menelaah 
kembali literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan tentang konsep 
jual beli kredit dan buku-buku lain yang sangat mendukung dalam 
permasalahan tersebut guna melengkapinya. Pembahasan mengenai jual beli 
kredit banyak dibahas juga dalam buku fiqh-fiqh khususnya pada bagian 
muamalah yang mengatur bagaimana praktek jual beli kredit berdasarkan 
perspektif fiqh mualamah. Dibawah ini penulis ajukan referensi yang 
berkaitan dengan penelitian ini: 
Skripsi “Ismiyati, jurusan Mu‟amalah, Sekolah Tinggi Agama Islam 
Negeri (STAIN) Surakarta, dengan judul “Jual Beli Perumahan dengan 
Sistem Kredit  Ditinjau dari Hukum Islam (Studi kasus di Desa Ngaru-aru, 
Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali). Pada skripsi ini dijelaskan 
tentang bagaimana pelaksanaanjual beli kredit di perumahan Ngaru-Aru 
Indah Banyudono Boyolali? Serta bagaimana status hukum pembelian rumah 
dengan sistem kreditdalam perspektif hukum Islam?. Adapun hasil dalam 
Skripsi ini adalah PT. Tri Manunggal Makarti tersebut pada dasarnya tidak 
bertentangan dengan syari‟at Islam, karena telah memenuhi aturan yang 
ditentukan dalam hal jual beli. Dikatakan demikian karena kredit tersebut 
dianalogikan sebagai pelaksanaan jual beli atau termasuk sebagai bagian dari 
jual beli.
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Skripsi, “Shinta Wahyuni, jurusan Ekonomi Syari‟ah, Institut Agama 
Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, dengan judul “Analisis Pembelian Rumah 
Tunai dan Kredit (Studi Kasus pada Perumahan Mutiara Hijau Tambaksogra 
PT. Graha Perwira Pratama Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas 
periode 2013/2014)”. Pada skripsi ini dijelaskan tentang apa sajakah 
perbedaan dan persamaan pembelian rumah tunai dan kredit di PT. Graha 
Perwira Pratama lokasi Perumahan Mutiara Hijau Tambaksogra Kecamatan 
Kembaran Kabupaten Banyumas? Bagaimana proses pembelian rumah tunai 
dan kredit di PT. Graha Perwira Pratama lokasi Perumahan Mutiara Hijau 
Tambaksogra Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas?. Adapun hasil 
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kasus di Desa Ngaru-aru, Kecamatan Banyudono, Kabupaten Boyolali)”, Skripsi,  tidak 
diterbitkan, Jurusan Mu‟amalah,STAIN Surakarta, Surakarta, 2001,  hlm. 34. 
dalam skripsi ini adalah tentang pembelian rumah yang tunai yang diterapkan 
oleh PT. Graha Perwira Pratama cabang Perumahan Mutiara Hijau 
Tambaksogra Kecamatan Kembaran Kabupaten Banyumas ada dua cara 
yakni secara tunai keras dan tunai bertahap. tidak ada perbedaan kualitas 
antara pembelian rumah secara tunai dan kredit. Perbedaannya hanya terletak 
pada harga kredit lebih tinggi karena sudah ditambah dengan margin. 
Sertifikat hak milik tidak dapat dimiliki secara langsung, karena ditahan bank 
sebagai jaminan. Selain itu persyaratan juga lebih banyak dibandingkan 
dengan tunai. Pembelian kredit dijamin asuransi jiwa dan kebakaran, 
sedangkan pembelian tunai tidak.
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Skripsi,”Aida Rachman, jurusan Mu‟amalat (Ekonomi Islam), UIN 
Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan judul “Jual Beli Emas Secara Kredit 
Menurut Perspektif Islam Kontemporer (Studi Kasus Pada Pegadaian Syariah 
Cabang Daan Mogot-Tangerang)”. Pada skripsi ini dijelaskan tentang 
bagaimana jual beli emas secara kredit menurut hukum Islam? Serta 
bagaimana mekanisme transaksi jual beli emas secara kredit di pegadaian 
syariah?. Adapun hasil dalam skripsi ini adalah bahwasanya jual beli emas 
secara kredit menurut perspektif hukum Islam terdapat dua pendapat 
diantaranya dilarang : pendapat ini didukung oleh pendapat mayoritas fuqaha 
dari madzhab Hanafi, Maliki, Syafi‟i, dan Hambali serta pendapat As-Syaikh 
Nashirudin Al Bani. Sedangkan boleh : pendapat ini didukung oleh pendapat 
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 Shinta Wahyuni, “Analisis Pembelian Rumah Tunai dan Kredit (Studi Kasus pada 
Perumahan Mutiara Hijau Tambaksogra PT. Graha Perwira Pratama Kecamatan Kembaran 
Kabupaten Banyumas periode 2013/2014)”, Skripsi, diterbitkan, Jurusan Ekonomi Syaria‟ah, IAIN 
Purwokerto, Purwokerto, 2015,  hlm. 108. 
Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan ulama kontemporer yang sependapat. 
Mekanisme jual beli emas secara kredit dipegadaian syariah MULIA yaitu 
diantaranya menyerahkan fotocopy KTP/identitas resmi, menyerahkan 
fotokopi kartu keluarga, mengisi formulir Aplikasi Mulia, menyerahkan uang 
muka, menandatangani akad Mulia.
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Perbedaan penelitian penulis dengan peneliti yang sudah ada yaitu 
terdapat pada objek yang sudah diteliti. Objek yang dibahas pada skripsi yang 
telah ada yaitu tentang jual beli perumahan dan jual beli emas di pegadaian. 
Sedangkan penelitian ini objeknya mengenai fashion, penelitian ini 
difokuskan pada praktik jual beli kredit berdasarkan perspektif fiqh 
mu‟amalah yang lebih dikenal dengan istilah Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil. Sejauh 
yang penulis ketahui belum ada yang membahas tentang transaksi jual beli 
kredit dalam perspektif fiqh mu‟amalah (Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil). 
G. Metode Penelitian 
Metode adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dengan 
menggunakan pemikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan. 
Sedangkan penelitian adalah pemikiran sistematis mengenai berbagai jenis 
masalah yang pemahamannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran 
fakta-fakta.
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1. Penelitian Kualitatif Lapangan 
a. Jenis penelitian 
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 Aida Rachman, “Jual Beli Emas Secara Kredit Menurut Perspektif Islam Kontemporer 
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Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field Research) yaitu suatu 
penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dari lokasi atau 
lapangan. Dalam hal ini data bersumber dari Pimpinan Toko Menara 
di Surakarta.  
b. Sumber data 
Untuk memudahkan mengidentifikasikan sumber data maka penulis 
mengklasifikasi menjadi dua sumber :
 11
 
1) Data Primer 
Data primer merupakan sumber data penelitian yang 
diperoleh secara langsung dari sumber asli. Sumber utama yang 
dijadikan bahan penelitian dalam penelitian ini adalah berupa 
wawancara dan informan.
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2) Data Sekunder 
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak 
langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya 
lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder 
yang diperoleh yaitu bersumber dari dokumentasi, buku-buku, 
skripsi, serta karya-karya ilmia yang sesuai terkait.
13 
 
c. Lokasi dan waktu penelitian 
Penelitian studi lapangan ini mengambil lokasi di Toko 
Menara yang beralamatkan di Jl. Gatot Subroto no. 87-89, 
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Singosaren, Surakarta dan waktu penelitian selama 60 hari yang 
akan peneliti lakukan setelah proposal ini selesai di ujikan. 
d. Teknik pengumpulan data 
1) Wawancara  
Wawancara (interview) adalah kegiatan pengumpulan data 
primer yang bersumber langsung dari responden penelitian 
lapangan (lokasi). Tipe wawancara yang digunakan adalah 
wawancara yang terarah, yaitu dengan menggunakan daftar 
pertanyaan.
14
 Tujuannya untuk mendapatkan data yang akurat 
dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang diteliti, 
yakni bertempat di Toko Menara. 
Wawancara digunakan sebagai teknik pngumpulan data 
apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk 
menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga 
apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang 
lebih mendalam. Teknik pengumpulan data ini mendasarkan 
diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report, atau 
setidak-tidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan 
pribadi.
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2) Observasi  
Metode ini digunakan untuk mengamati objek yang akan 
diteliti oleh peneliti. Pengamatan dilakukan saat peneliti berada 
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di tempat atau dengan objek yang akan diteliti.
 16
 Dalam hal ini 
penulis akan mengamati transaksi jual beli kredit di toko 
Menara Surakarta. 
3) Dokumentasi  
Metode ini digunakan untuk menghimpun atau 
memperoleh data, dengan cara melakukan pencatatan baik 
berupa arsip-arsip atau dokumentasi maupun keterangan yang 
terkait dengan penelitian di Toko Menara Surakarta. 
e. Teknik analisis data 
Pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan 
deskriptif  kualitatif, yaitu pendekatan yang menggambarkan pada 
masalah yang diteliti. Dengan menggunakan pola pikir deduktif 
yaitu analisis yang berpangkal dari pengetahuan yang bersifat 
umum kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
17
 
Peneliti berusaha menggambarkan mengenai Toko Menara dan 
pelayanan terhadap konsumennya. Analisisnya datanya meliputi 
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan pengambilan 
kesimpulan. Data-data yang dianalisis tersebut merupakan data 
yang diperoleh dari hasil dokumentasi dan wawancara. Setelah 
data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mereduksi data. 
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Langkah reduksi data adalah interventarisasi data yang relevan, 
sederhana dan mengabstraksikan data yang telah terhimpun dalam 
bentuk tulisan hasil catatan di lapangan.
18
 
 
H. Sistematika Penulisan 
Untuk memudahkan penulisan menyelesaikan pembahasan secara 
sistematis, maka perlu disusun sistematika pembahasan sedemikian rupa. 
Adapun sistematika yang akan diuraikan adalah sebagai barikut: 
Bab I berisi Pendahuluan yang meliputi, Latar Belakang Masalah, 
Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka teori, 
Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 
Bab II berisi landasan teori yang berisi tentang akad, yang 
didalamnya diuraikan mengenai pengertian, rukun dan syarat, tujuan akad, 
cacat pada akad, dampak akad, pembagian dan sifat akad, berakhirnya 
akad. Didalam akad ini juga dibahas mengenai jual beli yang berisi 
pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual  beli, 
macam-macam jual beli, dan jaminan. Dalam bab ini juga dibahas 
mengenai jual beli kredit (Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil). 
Bab III berisi tentang deskripsi data penelitian, yang terdiri dari 
wilayah dan gambaran umum tentang Toko Menara. 
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Bab IV berisi tentang analisis data yang terdiri dari transaksi jual 
beli kredit yang diperoleh dari Toko Menara Surakarta dan jual beli kredit 
jika dilihat dari persektif fiqh muamalah. 
Bab V penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BAB II 
LANDASAN TEORI 
A. Akad  
1. Pengertian Akad  
Istilah perikatan yang digunakan dalam KUH Perdata, dalam Islam 
dikenal dengan istilah „aqad (akad dalam bahasa Indonesia). Jumhur ulama 
mendefinisikan akad adalah pertalian antara i>ja>b dan q>abul yang 
dibenarkan oleh syara‟ yang menimbulkan akibat hukum terhadap 
objeknya.
19
  
Akad yang shahih adalah setiap akad menjadi sebab yang legal untuk 
melahirkan pengaruhnya dengan cara diucapkan oleh orang yang 
mempunyai wewenang, sah hukumnya selamat dari segala cacat dalam 
rukun dan sifatnya menurut definisi sebagian ulama fiqh, sedangkan 
menurut sebagian yang lain yaitu setiap akad yang selamat dari segala aib 
dan menimbulkan akibat.
20
  
2. Rukun dan Syarat Akad  
Rukun adalah unsur-unsur yang membentuk terjadinya akad. Tidak 
adanya rukun menjadikan tidak adanya akad. Jumhur ulama berpendapat 
bahwa rukun akad terdiri dari:
 21
 
a. ‘aqidain (Pihak-pihak yang berakad) 
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b. Objek akad  
c. Tujuan akad. 
Beberapa unsur dalam akad yang kemudian dikenal sebagai rukun 
tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar akad dapat terbentuk 
dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:
22
 
1. Syarat terbentuknya akad; dalam Hukum Islam syarat ini dikenal 
dengan nama al-syuruth al-in ‘iqad. Syarat ini terkait dengan sesuatu 
yang harus dipenui oleh rukun-rukun akad ialah:
23
 
a. Pihak yang berakad („aqidain), disyaratkan tamyi>z dan berbilang. 
b. S}i>ghat akad (pernyataan kehendak), adanya kesesuaian ijab dan 
kabul (munculnya kesepakatan dilakukan dalam satu majlis akad).  
c. Objek akad tidak bertentangan dengan syara‟. 
Masing-masing pembentuk akad mempunyai syarat yang ditentukan syara‟ 
yang wajib dipenuhi, supaya akad itu menjadi sempurna. Syarat-syarat terjadinya 
akad, ada dua macam:
24
  
Pertama, syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu “syarat-syarat yang 
wajib sempurna wujudnya dalam segala macam akad”. Kedua, syarat-syarat yang 
fungsinya khusus, yaitu: “Syarat-syarat yang disyaratkan wujudnya dalam 
sebagian akad, tidak dalam sebagian yang lain”.25 
                                                          
22
 Ibid.,  
23
 Ibid., 
24
Ibid.,  
25
 Abdul Aziz Muhammad Azzam, Fiqh Muamalah, Sistem Transaksi Dalam Fiqh Islam, 
cet-2 (Jakarta: AMZAH, 2014), hlm. 34.  
Syarat-syarat  umum yang harus terdapat dalam segala macam syarat 
ialah:
26
 
1. Ahliyatul ’aqidaini (kedua belah pihak cakap berbuat) 
2. Qabliliyatul mah}allil ‘aqdi li h}ukmihi (yang dijadikan objek akad, dapat 
 menerima hukumnya). 
3. Al-wilyatus syar’iyah fi maudlu’il ‘aqdi (akad itu diizinkan oleh syara‟, 
 dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukan dan 
 melaksanakannya, walaupun dia bukan si aqid sendiri).  
4. Alla> yakunal ‘aqdu au maudlu’uhu mamnu>’an binas }s }in syar’iyin 
 (janganlah akad itu akad yang dilarang syara‟). 
5. Kaunul ‘aqdi mufidan (akad itu memberi faedah). Karenanya tidaklah sah 
rahn sebagai imbangan amanah. 
6. Baqaul ijba>bi s}ah}i>h}an ila> mauqu> ’il qabul (ijab itu berjalan terus, tidak 
 dicabut, sebelum terjadi qabul). Maka apabila si mujib menarik 
 kembali ijabnya sebelum qabul batalah ijab. 
7. Ittih}a>du majisil ‘aqdi (bertemu di majlis akad). Karenanya, ijab 
 menjadi batal apabila sampai kepada berpisah yang seorang dengan 
 yang lain, belum ada qabul. Syarat yang ketujuh ini disyaratkan oleh 
 mazhab Asy-Syafi‟i, tidak terdapat dlam madzhab-madzhab yang lain. 
Berdasarkan pengertian diatas maka rukun akad adalah kesepakatan dua 
kehendak, yakni i>ja>b dan q>abul. Seorang pelaku tidak dapat dipandang 
sebagai rukun dari perbuatannya, karena pelaku bukan merupakan bagian 
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internal dari perbuatannya. Sebagaimana yang berlaku pada ibadah, misalnya 
shalat, dimana orang yang melakukan shalat tidak dipandang sebagai rukun 
shalat.
27 
3. Tujuan akad 
Tujuan akad  ialah maksud utama disyariatkan akad itu sendiri. 
Ditinjau dari segi akidah yang menentukan keabsahannya suatu akad 
bukanlah pernyataan redaksi, melainkan niat sebenarnya yang 
mencerminkan tujuan yang akan dicapai. Ketentuan ini berdasarkan pada 
kaidah hukum yang menegaskan bahwa segala sesuatu dinilai dengan apa 
yang menjadi tujuannya.
28
  
Tujuan akad ini ditandai dengan beberapa kakteristik, yaitu 
pertama, bersifat objektif , dalam arti berada dalam akad sendiri, tidak 
berubah dari satu akad ke akad lain sejenis dan karenanya terlepas dari 
kehendak para pihak sebab tujuan akad ini. Ditetapkan oleh pembuat 
hukum. Kedua, menentukan jenis tindakan hukum, dalam arti tujuan akad 
ini membedakan satu jenis akad dari jenis lainnya. misalnya akad sewa 
menyewa berada dengan akad jual beli karena berbedanya tujuan masing-
masing seperti disebutkan terdahulu.  Ketiga, tujuan akad merupakan 
fungsi hukum dari tindakan hukum dalam pengertian bahwa ia membentuk 
sasaran hukum, baik dilihat dari sudut pandang ekonomi maupun sudut 
                                                          
27
 Ghufron A. Mas‟adi, Fiqh Muamalah Kontekstual, (Jakarta, PT. Raja Grafindo Persda, 
2002), hlm.78-79. 
28
 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), 
hlm. 220.  
pandang sosial, yang hendak diwujudkan oleh tindakan hukum 
bersangkutan.
29
  
Dengan menempatkan tujuan akad secara lahir dan batin pada 
waktu permulaan akad, maka diharapkan akan lebih menuntut 
kesungguhan dari masing-masing pihak yang terlibat sehingga apa yang 
menjadi tujuan akad dapat tercapai dan untuk menjamin tercapainya 
kemaslahatan serta menghindari kemudaratan, para fukaha menegaskan 
baha semua perbuatan yang mengandung tujuan tidak masyru’ 
(bertentangan dengan hukum syara‟), sehingga menimbulkan kemudaratan 
maka hukumnya haram. Karena itu, untuk menghindari kemudaratan  dan 
mencapai  kemaslahatan, maka setiap amal perbuatan harus sesuai dengan 
syariah.
30
 
4. Cacat Pada Akad 
Yang dimaksud cacat pada akad adalah hal-hal yang merusak 
terjadinya akad karenaa tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak-
pihak yang bersangkutan. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya 
akad adalah:
31
 paksaan, kekeliruan, penipuan atau pemalsuan dan tipu 
muslihat. 
a. Paksaan 
Untuk sahnya, suatu akad harus terjadi dengan sukarel antara 
pihak-pihak yang bersangkutan. Unsur paksaan mengakibatkan akad 
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yang dilakukan menjadi tidak sah. Para fuqaha  membedakan dua macam 
paksaan yakni paksaan sempurna dan paksaan tidak sempurna. Paksaan 
dikatakan sempurna apabila hal yang dipaksakan melakukan oleh pihak 
dipaksa dengan adanya ancaman yang menyangkut keselamatan jiwa 
atau hilangnya sebagian anggota badan. Jika ancaman itu tidak 
menyangkut keselamatan jiwa atau hilangnya sebagian anggota badan, 
paksaan tidak dikatakan sempurna.
32
 
Apabila paksaan tersebut hanya menyangkut hal-hal selain jiwa 
dan hilangnya sebagian anggota badan, misalnya bagi seorang pegawai 
diancam tidak akan naik pangkatnya dan sebagainya, paksaan itu 
dikatakan tidak sempurna. 
Kaidah umum dalam mu‟amalat menentukan bahwa setiap 
tindakan atau akad yang terjadi dari orang yang dipaksa, tidak ada 
nilainya atau tidak mempunyai akibat hukum sama sekali. 
b. Kekeliruan 
Kekeliruan yang dimaksud disini adalah kekeliruan yang terjadi pada 
objek akad, bukan pada subjeknya juga, sebab tentang subjek akad sudah 
dibicarakan macam-macamnya, apakah seseorang bertindak sebagai 
subjek sendiri, mewakili orang lain.
  
Kekeliruan pada objek akad mungkin terjadi pada jenisnya atau 
sifatnya. Kekeliruan dikatakan terjadi pada jenis objek akad apabila 
misalnya seseorang mengadakan akad jual beli cincin emas, tetapi 
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ternyata cincin itu adalah cincin tembaga. Bila unsur sukarela antara dua 
pihak merupakan atas sahnya suatu akad, terjadinya kekeliruan pada 
objek akad itu akan menghilangkan unsur sukarela tersebut.
33
 
c. Penipuan atau pemalsuan 
Yang dimaksud penipuan atau pemalsuan disini adalah 
menyembunyikan cacat pada objek akad agar tampak tidak seperti yang 
sebenarnya, atau perbuatan pihak penjual terhadap barang yang dijual 
dengan maksud untuk memperoleh harga yang lebih besar. Bentuk 
penipuan atau pemalsuan ini amat banyak, terutama pada barang yang 
dijual dipasar. Penipuan atau pemalsuan itu, betapapun bentuknya, 
merupakan tindakan yang diharamkan. Maka para fuqaha mazhab 
Maliki, Syafi‟i dan Hambali berpendapat bahwa para pihak yang merasa 
tertipu berhak membatalkan (fasakh) akad.
34
 
d. Tipu Muslihat 
Tipu muslihat dalam akad terjadi apabila misalnya ada orang yang 
sedang menawar harga barang, tetapi oleh penjualnya ada seseorang 
yang sengaja dibuat menjadi calo untuk menawar lebih dari tawaran 
orang itu sehingga orang itu terpedaya mau menambah tawaran 
sebelumnya. Akhirnya, ia membeli barang bersangkutan dengan harga 
lebih tinggi dari biasanya. Apabila hal ini terjadi, menurut pendapat para 
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fuqaha mazhab Maliki, Syafi‟i dan Hambali, pembeli terkecoh itu 
berhak fasakh.35 
5. Dampak akad 
Setiap akad dipastikan memiliki dua dampak, yaitu umum dan khusus:
36
  
a. Dampak Khusus 
Dampak husus adalah hukum akad, yakni dampak asli dalam 
pelaksanaan suatu akad atau maksud utama dilaksanakannya suatu 
akad, seperti pemindahan kepemilikan dalam jual beli, hibah, wakaf, 
upah dan lain-lain. 
b. Dampak umum 
Segala sesuatu yang mengiringi setiap atau sebagian besar akad, 
baik dari segi hukum maupun hasil. 
6. Pembagian dan sifat akad 
Akad dibagi menjadi beberapa macam yang disetiap macamnya 
sangat bergantung pada sudut pandangnya. Diantara bagian akad yang 
terpenting adalah berikut ini.
37
 
1. Berdasarkan ketentuan syara‟ 
a. Akad shahih 
Akad shahih adalah akad yang memenuhi unsur dan syarat 
yang telah ditetapkan oleh syara‟. Dalam istiah ulama Hanafiyah 
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akad shahih adalah akad yang memenuhi ketentuan syariat pada 
asalnya dan sifatnya.
38
 
b. Akad tidak shahih 
Akad tidak sahih adalah akad yang tidak memenuhi unsur 
dan syaratnya. Dengan demikian, akad ini tidak berdampak 
hukum atau tidak sah. Jumhur ulama selain hanafiyah 
menetapkan bahwa akad yang batil atau fasid termasuk golongan 
ini, sedangkan ulama hanafiyah membedakan antara fasid dan 
batal.
39
  
c. Menurut ulama hanafiyah, akad batal adalah akad yang tidak 
memenuhi rukun atau tidak ada barang yang diakadkan seperti 
akad yang dilakukan oleh salah seorang yang bukan golongan ahli 
akad, seperti gila, dan lain-lain. Adapun akad fasid adalah akad 
yang memenuhi persyaratan dan rukun, tetapi dilarang syara‟, 
seperti menjual barang yang tidak diketahui sehingga dapat 
menimbulkan percekcokan.
40
 
 
2. Berdasarkan penamaannya 
a. Akad yang telah dinamai syara‟, seperti jual beli, hibah, gadai, dan 
lain-lain. 
b. akad yang belum dinamai syara‟, tetapi disesuaikan dengan 
perkembangan zaman. 
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3. Berdasarkan maksud dan tujuan akad 
a. kepemilikan; 
b. menghilangkan kepemilikan; 
c. kemutlakan, yaitu seseorang mewakilkan secara mutlak kepada 
wakilnya 
d. perikatan, yaitu larangan kepada seseorang untuk beraktivitas, 
seperti orang gila; 
e. penjagaan. 
4. Berdasarkan zatnya 
a. benda yang berwujud 
b. benda yang tidak berwujud  
Sifat-sifat akad seperti berikut:
41
 
Segala bentuk tasharuf (aktifitas hukum) termasuk akad memiliki dua 
keadaan umum.
42
 
1. Akad tanpa syarat (akad munjiz) 
Akad munjiz adalah akad yang diucapkan seseorang, tanpa 
memberi batasan dengan suatu kaidah atau tanpa menetapkan suatu 
syarat. Akad ini dihargai syara‟ sehingga menimbulkan dampak 
hukum. Contoh seseorang berkata, “Saya membeli rumah kepadamu.” 
Lalu dikabulkan oleh seseorang lagi, maka berwujudlah akad, serta 
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berakibat pada hukum waktu itu juga, yakni pembeli memiliki rumah 
dan penjual memiliki uang.  
2. Akad Ghairu Munjiz 
Akad Ghairu Munjiz  adalah akad yang diucapkan seseorang 
dan dikaitkan dengan sesuatu, yakni apabila syarat atau kaitan itu 
tidak ada, akad pun tidak jadi, baik dikaitkan dengan dengan wujud 
sesuatu tersebut atau ditangguhkan pelaksanaannya.  
Contohnya, seseorang berkata, “Saya  jual mobil ini dengan 
harga Rp. 40.000.000,- jika disetujui oleh atasan saya.” Atau berkata, 
“Saya jual mobil ini dengan syarat saya boleh memakainya selama 
sebulan, sesudah itu saya serahkan kepadamu. 
 
7. Berakhirnya Akad 
Suatu akad dipandang berakhir apabila telah mencapai tujuannya. 
Dalam akad jual beli misalnya,  akad dipandang telah berakhir apabila 
barang telah berpindah milik kepada pembeli dan harganya telah menjadi 
milik penjual. Dalam akad gadai dan pertanggungan (kafalah), akad 
dipandang telah berakhir apabila utang telah dibayar.  
Selain tercapainya tujuan, akad dipandang berakhir apabila terjadi 
fasakh (pembatalan) atau telah berakhir waktunya. Fasakh terjadi dengan 
sebab-sebab sebagai berikut:
43
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a. Di-fasakh (dibatalkan), karena adanya hal-hal yang tidak dibenarkan 
syara‟, seperti yang disebutkan dalam akad rusak. Misalnya, jual beli 
barang yang tidak memenuhi syarat kejelasan. 
b. Dengan sebab adanya khiya>r, baik khiya>r rukyat, cacat, syarat, atau 
majelis. 
c. Salah satu pihak dengan persetujuan pihak lain membatalkan karena 
menyesal atas akad yang baru saja dilakukan. Fasakh dengan cara ini 
disebut iqalah. 
d. Karena kewajiban yang ditimbulkan, oleh adanya akad tidak dipenuhi 
oleh pihak bersangkutan. Misalnya dalam khiya>r pembayaran (khiya>r 
naqd) penjual mengatakan, abahwa ia menjual barangnya kepada 
pembeli, dengan ketentuan apabila dalam tempo seminggu harganya 
tidak dibayar, akad jual beli menjadi batal. Apabila pembeli dalam 
waktu yang ditentukan itu membayar, akad berlangsung. Akan tetapi 
apabila ia tidak membayar, akad akan menjadi rusak. 
e. Karena habis waktunya, seperti dalam akad sewa menyewa berjangka 
waktu tertentu dan tidak dapat diperpanjang. 
f. Karena tidak dapat izin dari pihak yang berwenang. 
g. Karena kematian 
B. Jual Beli 
1. Pengertian Jual Beli  
Jual beli dalam istilah fiqh disebut al-bai’ yang berarti menjual, 
mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Menurut 
pengertian syari‟at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran 
harta atas dasar saling rela atau memindahkan milik dengan ganti yang 
dapat dibenarkan. 
44
 
Adapun definisi jual beli yang dikemukakan oleh para ulama 
adalah sebagai berikut: Menurut ulama Hanafiyah Jual beli adalah 
pertukar an harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang 
dibolehkan). Menurut Imam Nawawi : Jual beli adalah pertukaran harta 
dengan harta untuk kepemilikan. Sedangkan menurut Ibnu Qudamah : 
Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadi 
milik. Dalam Undang-Undang Hukum Perdata, Jual beli adalah suatu 
persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk 
menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga 
yang dijanjikan.
45
 
Dari beberapa definisi di atas dapat dipahami bahwa inti jual beli 
ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai 
nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima 
benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau 
ketentuan yang telah dibenarkan syara‟ dan disepakati.Dengan demikian 
dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah terjadinya  pertukaran benda 
atau barang yang mempunyai manfaat atas dasar saling rela dan adanya 
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persetujuan serta sesuai dengan ketentuan yang telah disyari‟atkan dalam 
arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.
46
 
2. Dasar Hukum Jual Beli 
Adapun ayat yang menjadi landasan atau dasar jual beli adalah: 
a. Al- Qur‟an: 
                         
                                       
                                    
              
Artinya: orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri 
melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran 
(tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah 
disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu 
sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya 
larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), 
Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang 
larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali 
(mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; 
mereka kekal di dalamnya. (Q. S Al-Baqarah ayat 275)
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Q.S Annisa ayat 29: 
                            
                       
   
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan 
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan 
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janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha 
Penyayang kepadamu. 
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b. Hadist 
  َبْلا َا منَِّا ْي  ضَار َت ْنَع ُع  
Artinya:  “Jual beli itu sah bila ada kerelaan”.49 
 
3. Rukun dan Syarat Jual Beli 
Dalam menetapkan rukun jual beli, di antara para ulama terjadi 
perbedaan pendapat. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab 
dan qabul yang menunjukan pertukaran barang secara ridha, baik dengan 
ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama 
ada empat, yaitu:
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a. Ba’i (penjual),  
b. Ada S}i>ghat  (lafaz i>ja>b dan q>abul) 
c. Mustari (pembeli),  
d. Ma’qu>d ‘alaih (benda atau barang). 
Dalam jual beli terhadap empat syarat, yaitu syarat terjadinya akad 
(in ‘iqod), syarat sahnya akad, syarat terlaksananya akad (nafadz), dan 
secara lujum. Secara umumnya tujuan adanya semua syarat tersebut antara 
lain untuk menghindari pertentangan di antara manusia, menjaga 
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kemaslahatan orang yang secara berakad, menghindari jual beli gharar 
(terdapat unsur penipuan), dan lain-lain.
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4. Macam-macam Jual Beli 
Jual beli berdasarkan pertukarannya secara umum dibagi empat macam: 
a. Jual beli saham  (pesanan) 
Jual beli saham (pesanan) adalah jual beli melalui pesanan, yakni 
jual beli dengan cara menyerahkan terlebih dahulu uang muka 
kemudian barangnya diantar belakangan. 
b. Jual beli Muqayyadah (barter) 
Jual beli Muqayadah adalah jual beli dengan cara menukar barang 
dengan barang, seperti menukar baju dengan sepatu. 
c. Jual beli muthlaq 
Jual beli muthlaq adalah jual beli barang dengan sesuatu yang telah 
disepakati sebagai alat pertukaran, seperti uang. 
d. Jual beli alat penukar dengan alat penukar 
Jual beli alat penukar dengan alat penukar adalah jual beli barang 
yang biasa dipakai sebagai alat penukar dengan alat penukar lainnya 
seperti uang perak dengan uang emas. 
Berdasarkan segi harga, jual beli dibagi pula menjadi empat bagian:
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a) Jual beli yang menguntungkan.  
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b) Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga 
aslinya. 
c) Jual beli rugi. 
d) Jual beli al-musawamah yaitu penjual menyembunyikan harga aslinya, 
tetapi kedua orang yang akad saling meridai, jual beli seperti inilah 
yang berkembang sekarang.
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5. Jual beli yang dilarang 
Jual beli yang dilarang sangat beragam, akan disebutkan beberapa jenis 
jual beli ini menurut pandangan uama fiqh. Diantara jual beli yang 
dilarang adalah sebagai berikut:
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a. Bai‟ al-Ma‟dum 
Merupakan bentuk jual beli atas objek transaksi yang tidak ada 
ketika kontrak jual beli dilakukan. Ulama madzhab sepakat atas 
ketidakabsahan akad ini. Seperti menjual mutiara yang masih ada di 
dasar lautan, wol yang masih di punggung domba, menjual buku yang 
belum dicetak dan lainnya. Pelanggaran ni berdasar pada sabda Rasul: 
“Nabi melarang jual beli habl al hablah” (HR Bukhari, Muslim, Abu 
Dawud, Nasai, Tirmidzi, dari Ibnu Umar), yakni anak onta yang masih 
berada dalam kandungan. 
Mayoritas ulama sepakat tidak diperbolehkannya akad ini, 
karena objek akad tidak bisa ditentukan secara sempurna. Kadar dan 
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sifatnya tidak terindetifikasi secara jelas serta kemungkinan objek 
tersebut tidak bisa diserahterimakan.  
Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah memperbolehkan bai‟ al 
ma‟dum, dengan catatan objek transaksidapat dipastikan adanya di 
waktu mendatang karena adanya unsur kebiasaan („addah). Larangan 
bai‟ al ma‟dum tidak ditetapkan dalam Al-Qur‟an, hadis dan kalam 
sahabat, yang ada hanyalah larangan dalam hadis terkait dengan bai‟ 
al-gharar. Yakni, objek tidak mampu diserahterimakan, bukan berarti 
ada atau tidaknya objek tersebut. Larangan ini bermuara pada adanya 
unsur gharar (ketidakjelasan, uncertainty). 
b. Bai‟ Ma‟juz al Taslim 
Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa 
diserahterimakan. Mayoritas ulama Hanafiyah melarang jual beli ini 
walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual 
burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa 
pencuri, dan lainnya. Ulama 4 madzhab sepakat atas batalnya kontrak 
jual beli ini, karena objek transaksi tidak bisa diserahterimakan dan 
mengandung unsur gharar.
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c. Bai‟ Dain (Jual beli hutang) 
Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk 
diserahkan/dikembalikan keada orang yang berhak menerimanya, 
seperti uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, 
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upah pekerja, pinjaman dari orang lain, dan lainnya. Bai‟ Dain 
biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau 
orang lain, baik secara kontan atau tempo. 
Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal 
dengan bai‟ al kali bi al kali atau bai‟ ad-dain bi ad-dain. Kontrak ini 
dilarang oleh syara‟ karena terdapat larangan dalam hadits, Nabi SAW 
melarang bai‟ al kali bi al kali (HR Daruquthni dari Ibnu Umar). 
Bai‟ ad-dain ini biasanya dilakukan dengan orang yang 
memiliki beban hutang, seperti pembeli membeli sebuah kendaraan 
seharga Rp. 100.000.000, dan pembayaran dilakukan 3 bulan 
mendatang. ketika telah jatuh tempo, pembeli tidak mampu 
melakukan pembayaran. Kemudian penjual yang memiliki piutang 
(hutang pembeli) tersebut menjualnya kepada pembeli dengan nilai 
Rp. 125.000.000, dengan tambahan waktu 2 bulan mendatang, 
transaksi kemudian dilakukan tanpa adanya serah terima.  
Transaksi ini identik dengan riba, yakni meminta tambahan 
waktu dengan adanya tambahan pembayaran. Atau piutang tersebut 
dijual kepada orang lain, seperti Salwa memiliki piutang yang akan 
jatuh tempo sebualan mendatang sebelum jatuh tempo, piutang ini 
kemudian dijual kepada Najwa dengan harga lebih rendah atau lebih 
tinggi dari nilai piutang, transaksi ini juga identik dengan riba.
56
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Jual beli hutang secara kontan. Misalnya Yusuf menjual rumah 
seharga Rp. 125.000.000, kepada Lukman, namun Lukman tidak 
memiliki uang sebesar itu. Kemudian Yusuf menjual piutang (hutang 
Lukman) itu kepada Lukman dengan ganti (pembayaran)sebuah mobil 
kijang Lukman, hal ini dibenarkan oleh ulama madzhab, karena 
piutang bisa diserahterimakan. Jika Yusuf menjual piutang itu kepada 
orang lain (Umar misalnya, maka tidak diperbolehkan karena terdapat 
potensi bahwa piutang tidak mampu diserahterimakan (karena dalam 
kekuasaan Lukman). 
d.  Bai‟al Gharar 
Secara harfiah, gharar bermakna risiko, sesuatu yang 
berpotensi terhadap kerusakan. Bai‟ al Gharar berarti jual beli barang 
yang mengandung unsur risiko. Menurut as-Sarakhsi (Hanafiyah) 
gharar adalah sesuatu yang akibatnya tidak diketahui. Al Maliki 
mengatakan, sesuatu yang tidak diketahui apakah bisa dihasilkan atau 
tidak, Syafiiyah menyatakan, sesuatu yang belum bisa dipastikan.
57
  
Bai‟al Gharar adalah jual beli yang mengandung unsur risiko 
dan akan menjadi beban salah satu pihak dan mendatangkan kerugian 
finansial. Gharar bermakna sesuatu yang wujudnya belum bisa 
dipastikan, diantara ada dan tiada, tidak diketahui kualitas dan 
kuantitasnya atau sesuatu yang tidak bisa diserahterimakan. 
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Ulama fiqh sepakat atas ketidakabsahan Bai‟al Gharar, seperti 
menjual anak onta yang masih dalam kandungan, ikan didasar lautan 
dan lainnya. Yang termasuk dalam jual beli gharar adalah bai‟ al-
ma‟dum, bai‟ al mulamasah dan lainnya. Jika nilai gharar reatif kecil, 
seperti membeli pisang, apel, jeruk, semangka, dengan hanya melihat 
kulitnya tanpa melihat isinya, menutut Malikiyah dan Hanabilah 
diperbolehkan secara mutlak, karena sudah menjadi kebiasaan 
masyarakat. 
e. Jual beli barang najis 
Menurut Hanafiyah, jual beli minuman keras, babi, bangkai 
dan darah tidak sah, karena hal ini tidak bisa dikategorikan sebagai 
harta secara asal. Tapi, perniagaan atas anjing, macan, srigala, kucing 
diperbolehkan. Karena secara hakiki terdapat manfaat, seperti untuk 
keamanan dan berburu, sehingga dapat digolongkan sebagai harta.
58
  
Menjual barang najis dan memanfaatkannya diperbolehkan 
asalkan tidak untuk dikonsumsi, seperti kulit hewan, minyak dan 
lainnya. Intinya, setiap barang yang memiliki nilai manfaat yang 
dibenarkan syara‟, maka boleh ditransaksikan. Menurut Malikiyah, 
tidak diperbolehkan menjual anjing walaupun unuk penjagaan atau 
berburu. Begitu juga menjual barang yang terkena najis yang tudak 
mungkin bisa disucikan. Tapi diperbolehkan menjual kotoran sapi, 
onta, domba sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman.  
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Menurut Syafi‟iyah dan Hanabalah, tidak diperbolehkan 
menjual babi, bangkai, darah, minuman keras, dan barang najis 
lainnya, begitu juga seekor anjing, walaupun ia sudah terlatih. Tidak 
diperbolehkan menjual barang yang tidak ada manfaatnya, seperti 
hewan melata, macan, atau serigala yang tidak cakap untuk berburu.  
Ulama Hanafiyah dan Dzahiriyah membolehkan jual beli 
barang najis jika memang terdapat manfaat di dalamnya, sepanjang 
tidak ditemukan nash yang melarangnya. Jual beli dilakukan karena 
adanya nilai manfaat, setiap yang manfaat boleh diperdagangkan. 
Menurut Malikiyah, Syafiiyah dan Hanabilah, perniagaan barang hajis 
tidak diperbolehkan, setiap barang yang suci dan diperbolehkan untuk 
dimanfaatkan secara syar‟i, maka boleh diperdagangkan.  
f. Bai‟ „Arbun 
Dalam transaksi jua beli, biasanya dipersyaratkan adanya uang 
muka yang harus dibayar oleh calon pembeli. Uang muka ini 
berfungsi sebagairefleksi dan kesungguhan calon pembeli dalam 
bertransaksi. Terkadang penjual merasa untuk meminta uang muka 
tersebut, agar calon pembeli bersungguh-sungguh atas transaksi yang 
dilakukan. Selain itu juga digunakan sebagai buffer atas transaksi yang 
dilakukankedua belah pihak. Uang tersebut dapat dijadikan sebagai 
back-up atas kerugian penjual, jika calon pembeli membatalkan 
transaksi.
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Pembayaran uang muka dalam transaksi jual beli, dikenal oleh 
ulama fiqh dengan istilah bai‟ „arbun. Bai‟ „arbun adalah sejumlah 
uang muka yang dibayarkan pemesan/calon pembeli yang 
menunjukkan bahwa ia bersungguh-sungguh atas pesanannya tersebut. 
Bila kemudian pemesan sepakat atas barang pesanannya, maka 
terbentuklah transaksi jual beli dan uang muka tersebut merupakan 
bagian dari harga barang pesanan (aset) yang disepakati. Bila 
kemudian pemesan menolak untuk membeli aset tersebut, maka uang 
muka tersebut akan hangus dan menjadi milik penjual. Ulama fiqh 
berbeda pendapat atas keabsahan transaksi ini. Jumhur ulama 
(kebanyakan) mengatakan bahwa bai‟ „arbun merupakan jual beli 
yang dilarang dan tidak shahih. 
g. Bai‟ Ajal  
Merupakan bentuk praktik jual beli dimana seorang penjuaal 
menjual hpnya seharga Rp. 1.500.000, dengan jangka waktu 
pembayaran 3 bulan mendatang. praktis setelah kontrak jual beli 
selesai, penjual membeli kembali hp tersebut dengan harga Rp. 
1.250.000, secara kontan, dan pembeli mendapatkan uang kontan 
tersebut, namun ia tetap berkewajiban membayar Rp. 1.500.000, 
untuk waktu 3 bulan mendatang. sebagian ulama mengatakan, bai‟ 
ajal merupakan rekayasa transaksi ribawi yang dikemas dengan 
transaksi jual beli.
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Menurut Malikiyah, akad jual beli ini batil jika ditemukan 
indikasi niatan yang tidak baik (dosa). Dengan alasan untuk mencegah 
terjerumus dalam kerusakan. Syafiiyah dan Dzahiriyah menyatakan 
keabsahan bai‟ajal karena rukunnya telah lengkap, adapun niatan yang 
kurang baik, hal itu dikembalikan kepada Allah. Menurut  Abu 
Hanifah, secara dzahir akad jual beli ini sah, dengan catatan terdapat 
seorang muhalil (pihak ketiga yang melakukan pembelian hp dari 
pembeli pertama, kemudian ia menjualnya kepada penjual pertama). 
h. Bai‟ hadir lil bad 
Merupakan bentuk jual beli dimana seorang supplier dari 
perkotaan datang keprodusen yang tinggal di pedesaan yang tidak 
mengetahui perkembangan dan harga pasar. Supplier akan membeli 
barang dari produsen dengan harga yang relatif murah, dan mereka 
memanfaatan ketidaktahuan produsen. Sehingga nantinya, supplier 
bisa menjual komoditi dengan harga yang relatif mahal di perkotaan. 
Secara simpel bisa dikatakan, supplier memanfaatkan ketidaktahuan 
produsen untuk mendapatkan suatu keuntungan.  
Menurut ulama, bentuk jual beli ini dilarang untuk menghindari 
terjadinya eksploitasi, dan menjaga hak-hak orang pedesaan. Selain 
itu, juga akan meringankan beban pelaku pasar dengan harga yang 
relatif rendah. Menurut Hanafuyah, larangan ini dikhususkan ketika 
terjadi inflasi, dimana demand (permintaan) masyarakat terhadap 
komoditas tersebut tinggi. Syafiiyah dan Hanabalah melarang jual beli 
ini dengan alasan menaikkan harga standar pasar.
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i. Talaqqi Rukban 
Merupakan transaksi jual beli, diana supplier menjemput 
produsen yang sedang dalam perjalanan menuju pasar, transaksi ini 
tidak diperbolehkan dengan alasan sebagaimana disebutkan dalam 
bai‟ hadir lilbad. Secara asal, jual beli ini tidak sah, dengan catatan, 
produsen memiliki hak khiyar dari penipuan harga.
62
  
j. Bai‟ najys 
Rekayasa jual beli dengan menciptakan permintaan palsu. 
Penjual melakukan kolusi dengan pihak lain untuk melakukan 
penawaran, dengan harapan, pembeli akan membeli dengan harga 
yang tinggi. Bai‟ najys merupakan rekayasa untuk menaikkan harga 
dengan menciptakan permintaan palsu.
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Menurut Malikiyah dan Hanabalah, jual beli ini sah, dengan 
adanya khiyar ghibn (jika penipuan yang dilakukan melebihi 
kewajaran, maka jual beli batal). Menurut Hanafiyah dan Syafiiyah, 
jual beli sah, tetapi terdapat dosa didalamnya (makruh tahrim), jika 
memang harga yang disepakati melebihi dari nilai barang yang 
sebenarnya.  
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6. Jaminan  
Untuk menjamin kepastian pelunasan harga barang oleh 
pembeli/nasabah, penjual/bank dapat meminta kepada nasabah/pembeli 
untuk memberikan jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang milik 
nasabah, baik berupa barang yang dijual oleh bank/toko kepada nasabah, 
maupun barang lain milik nasabah, maupun berupa 
penjaminan/penanggungan (guarantee/borgtocht) oleh guarantor baik 
berupa orang perseorangan, maupun perusahaan.
64
 
7. Wakalah  
Wakalah atau wikalah berarti penyerahan, pendeleasian atau 
pemberian mandat. Dalam bahasa arab hal ini dapat dipahami sebagai at-
tafwidh. Contoh kalimat “aku serahkan urusanku kepada Allah” mewakili 
pengertian istilah tersebut.
65
 
Rukun dan syarat wakalah:
66
 
a. Rukun wakalah 
Menurut mayoritas ulama rukun wakalah ada tiga, yaitu:1) 
orang yang mewakilkan, 2) orang yang menerima perwakilan, 3) 
objek yang menerima perwakilan, 4) ijab dan qabul. Sedangkan 
menurut Hanafiyah rukunnya hanya ijab dan qabul. Ijab adalah 
ungkapan perwakilan yang keluar dari muwakkil. Sedangkan kabul 
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adalah ungkapan yang keluar dari wakil. Misalnya muwakil kepada 
wakil: “Saya mewakilkan kepadamu untuk melakukan suatu 
perbuatan”. Kemudian wakil menjawab: “Saya Terima”. 
Ijab tersebut bisa diungkapkan melalui ucapan seperti telah 
disebutkan contohnya diatas. Juga bisa melalui tulisan, Isyarah, 
perbuatan, adat kebiasaan. Begitupun qabul bisa melalui ucapan, 
tulisan, isyarah, perbuatan, dan diam yang menunjukkan 
keridhaannya. 
b. Syarat wakalah  
Syarat yang berhubungan dengan muwakkil aadalah sebagai 
berikut:
67
 
1) Memiliki perbuatan yang diwakilkan tersebut. Karena wakalah 
itu adalah pemberian kuasa kepada orang lain atas suatu 
perbuatan. 
2) Mempunyai kecakapan dalam melakukan akad, yaitu baligh dan 
berakal. 
Syarat yang berhubungan dengan wakil adalah sebagai berikut:
68
  
1) Berakal. Pendapat ini disepakati para ulama. Adapun masalah 
baligh, dalam hal terdapat perbedaan pendapat para ulama. 
Hanafiyah dan Hanabilah membolehkan anak kecil yang sudah 
mumayyiz-sekalipun belum baligh-asalkan ada izin dari 
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orangtuanya. Sedangkan Malikiyah dan Syafi‟iyah tidak 
membolehkannya.  
2) Dapat diketahui dengan jelas. Pendapat ini disepakati para 
ulama. 
Syarat yang berhubungan dengan muwakkal bih adalah sebagai 
berikut:
69
 
1) Jelas dan tertentu. Pendapat ini dikemukakan Syafi‟iyah dan 
Hanabilah. 
2) Bisa dijadikan objek perwakilan. Oleh karena itu, tidaksah 
hukumnya wakalah terhadap ibadah badaniyah, seperti syahadat, 
shalat, puasa, dan thaharah, sumpah, nazar. Adapun akad 
muamalah maliyah seperti jual beli, sewa menyewa, dan 
lainnya. Begitujuga ibadah haji-bagi yang tidak sanggup 
melaksanakannya, karena udzur-, zakat, akad nikah, talak, ruju‟, 
mewakilkannya hakim dalam pelaksanaan (had) dan qishash. 
Dalam hal ini para ulama sepakat memperbolehkannya. 
Syarat yang berhubungan dengan shigah adalah sebagai berikut:
70
  
Diungkapkan oleh sesuatu yang menunjukkan keridhaan 
muwakkil, dan wakil. Apabila ijab diungkapkan melalui ucapan, 
perbuatan, tulisan, isyarah, dan adat kebiasaan. Dan qabul 
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diungkapkan melalui ucapan, perbuatan, tulisan, isyarah, dan 
diamnya yang menunjukkan keridhaan wakil. 
8. Hawalah 
Hawalah adalah pengalihan hutang dari orang yang berhutang 
kepada orang lain yang wajib menanggungnya. Dalam istilah para ulama, 
hal ini merupakan pemindahan hutang dari muhil (orang yang berhutang) 
menjadi tanggungan muhal „alaih atau orang yang berkewajiban 
membayar hutang.
71
 
Secara sederhana hal itu, dapat dijeaskan bahwa A (muhal) 
memberi pinjaman kepada B (muhil), sedangkan B masih mempunyai 
piutang pada C (muhal „alaih). Begitu B tidak mampu membayar 
utangnya pada A, ia lalu mengalihkan beban utang tersebut pada C. 
Dengan demikian, C yang harus membayar utang B kepada A, sedangkan 
utang C sebelumnya dianggap selesai. 
Rukun dan syarat hiwalah:
72
 
a. Rukun hiwalah 
Mayoritas ulama termasuk Malikiyah, Syafi‟iyah dan 
Hanabilah-mengatakan bahwa rukun hiwalah ada lima, yaitu: 1) 
orang yang memindahkan utang, atau orang yang berutang dan 
sekaligus juga statusnya sebagai orang yang berpiutang/yang 
memberi pinjaman, disebut sebagai pihak pertama, 2) orang yang 
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menerima pemindahan kewajiban membayar utang, atau orang yang 
berpiutang, disebut sebagai pihak kedua, 3) orang yang berkewajiban 
membayar hutang, disebut pihak ketiga, 4) utang yang dipindahkan 
dan ijab dan qabul, yaitu setiap sesuatu yang menunjukkan 
pemindahan hutang.  
Sedangkan menurut Hanafiyah rukun hiwalah hanya ijab dan 
qabul saja.. ijab dari muhil dan qabul dari muhal. Dan muhal „alaih. 
Misalnya muhil berkata kepada muhal: “Saya memindahkan 
tanggungan utang kepadamu si fulan”. Kemudian muhal dan muhal 
„alaih masing-masing menjawab: “Saya terima”. 
b. Syarat hiwalah 
Syarat yang berhubungan dengan muhil adalah sebagai berikut:
73
 
1. Cakap dalam melakukan akad, yaitu baligh dan berakal. 
2. Adanya keridhaan darinya. Karena hiwalah adalah pembebasan yang 
didalamnya mengandung makna kepemilikan.oleh karena itu tidak sah 
jika muhil dipaksa untuk melakukan akad seperti akad lainnya yang 
mengandung kepemilikan. Pendapat ini dikemukakan oleh Malikiyah, 
Syafi‟iyah, dan Hanabilah. 
3. Mempunyai utang kepada muhal. Pendapat ini disepakati oleh para 
ulama. 
Syarat yang berhubungan dengan muhal adalah sebagai berikut:
74
 
1. Cakap dalam melakukan akad, yaitu baligh dan berakal. 
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2. Adanya keridhaan darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Hanafiyah, Malikiyah dan Syafi‟iyah. Sedangkan Hanabilah tidak 
mensyaratkannya.  
3. Sempurna qabulnya dimajlis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Imam Abu Hanifah dan Muhammad. 
Syarat yang berhubungan dengan muhal „alaih adalah sebagai berikut:75 
1. Cakap dalam melakukan akad, yaitu baligh dan berakal 
2. Adanya keridhaan darinya. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Hanafiyah. Sedangkan Malikiyah, Syafi‟iyah dan Hanabilah tidak 
mensyaratkannya.  
3. Sempurna qabulnya dimajlis akad. Pendapat ini dikemukakan oleh 
Imam Abu Hanifah dan Muhammad. 
Syarat yang berhubungan dengan muhal bih adalah sebagai berikut:
76
 
1. Berupa utang muhil kepada muhal dan muhal „alaih kepada muhil. 
Pendapat ini disepakati para ulama.  
2. Utang itu bersifat pasti. Maksudnya utang yang tidak gugur dari 
madin pada waktu tertentu. Oleh karena itu utang yang timbul akibat 
jual beli yang masih berada dalam masa khiyar, maka tidak sah. 
Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Syafi‟iyah, dan 
Hanabilah. 
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9. Kafalah 
Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung 
(kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak ketiga atau 
yang ditanggung. Dalam pengertian lain, kafalah juga berarti 
mengalihkan tanggung jawab seseorang yang dijamin dengan berpegang 
pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin.
77
  
Rukun dan Syarat Kafalah:
78
 
a. Rukun Kafalah 
Menurut mayoritas ulama rukun kafalah ada lima, yaitu: 1) 
orang yang menjamin, 2) orang yang berpiutang, 3) orang yang 
berutang/yang dijamin, 4) objek kafalah, yaitu setiap hak yang sah 
dijadikan pengganti, bisa berupa hutang, barang, atau jiwa, 5) ijab 
tanpa qabul yaitu dari kafil. Alasannya karena akad kafalah murni 
adanya keharusan dari kafil untuk membayar hutang, bukan tukar 
menukar. Bahkan mengandung akad sukarela yang timbul dari satu 
pihak, yaitu cukup ijab dari kafil. 
Sedangkan menurut Hanafiyah rukunnya hanya ijab dan 
qabul, yaitu ijab dari kafil dan kabul dari makful lah. Dalam ulama 
Hanafiyah juga terdapat perbedaan pendapat. Imam Abu Hanifah 
dan muhammad berpendapat shighah ini mencakup ijab dan qabul. 
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Sedangkan menurut Abu Yusuf cukup ijab saja sama seperti 
pendapat mayoritas ulama. 
Alasan Imam Abu Hanifah dan Muhammad karena kafalah 
termasuk akad yang mengandung hal makful lah untuk menagih 
utang kepada kafil. Atau hak yang berada dalam tanggungannya. 
Oleh arena itu untuk kesempurnaan akad diperlukan kabul dari 
makful lah, tidak hanya cukup ijab dri kafil saja. 
Ijab qabul ini bisa dilakukan baik dengan ucapan jelasan 
(sharih) maupunsindiran (kinayah). Misalnya ucapan sharih seperti 
kafil berkata kepada makful lah: “Saya jamin utang si Fulan 
kepadamu”. Makful lah menjawab: “Saya terima”. 
b. Syarat Kafalah 
Syarat yang berhubungan dengan kafil adalah sebagai berikut:
79
 
1. Cakap dalam melakukan akad dan cakap dalam memberi, yaitu 
baligh dan berakal. 
2. Merdeka (bukan hamba sahaya). 
3. Tidak terhalang  melakukan akad, seperti orang bodoh, 
sekalipun ada izin dari walinya. 
4. Tidak dalam keadaan terpaksa. 
5. Tidak dilakukan oleh seorang istri yang melebihi sepertiga 
hartanya, kecuali ada izin dari suaminya. Pendapat tersebut 
dikemukakan Malikiyah. 
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Syarat yang berhubungan dengan makful lah adalah sebagai 
berikut:
80
 
1. Diketahui oleh kafil. Pendapat tersebut dikemukakan oleh 
Hanafiyah dan Syafi‟iyah. Sedangkan menurut Malikiyah dan 
Hanabilah tidak disyaratkan. Oleh karena itu boleh makful-nya 
tidak diketahui. Misal kafil berkata: “Saya menjamin hutang 
yang ada pada zaid kepaada masyarakat.” 
2. Baligh dan berakal. 
3. Diterima oleh makful lah 
4. Hadir dimajelis akad, jika tidak ada waakilnya. Pendapat ini 
dikemukakan Imam Abu Hanifah dan Muhammad. 
Syarat yang berhubungan dengan makful „anhu adalah sebagai 
berikut:
81
 
1. Mampu menyerahkan makful bih, baik oleh dirinya sendiri 
maupun oleh wakilnya. Pendapat tersebut dikemukakan oleh 
Imam Abu Hanifah. 
2. Diketahui oleh kafil. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah. 
Sedangkan Malikiyah, Syafi‟iyah, dan Hanabilah tidak 
mensyaratkannya. Karena kafil hanya melaksanakan haknya, 
tidak perlu mengetahui makful anhu-nya. 
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Syarat yang berhubungan dengan makful bih adalah sebagai 
berikut:
82
 
1. Hak makful „anhu, baik berupa utang, harta, atau jiwa. Pendapat 
ini dikemukakan Hanafiyah. 
2. Diketahui keberadaannya dan tetap. 
3. Keberadaannya merupakan kewajiban dalam tanggungan. 
Pendaat ini disepakati para ulama. 
4. Dapat diukur oleh kafil, yaitu berupa harta. Hal tersebut 
berkenaan dengan kafalah harta. Oleh karena itu tidak boleh 
jaminan jiwa berupa had (hukuman yang telah ditentukan dalam 
nash) dan qishash, baik jaminan had yang berkaitan dengan hak 
Allah maupun hak manusia. Selain itu karena kafalah adalah 
akad kepercayaan. Sedangkan had dasarnya adalah pencegahan 
dapat digugurkan oleh syubhat. Dan hak tidak boleh 
dilaksanakan oleh kafil apabila dia sulit menghadirkan makful 
bih. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyah, Malikiyah dan 
Hanabilah. Sedangkan Syafi‟iyah memperbolehkan jaminan had 
yang ada kaitannya murni dengan hak manusia seperti had 
qadzaf (menuduh seorang perempuan berbuat zina tanpa 
mendatangkan saksi), qishash, dan ta‟zir (hukuman yang tidak 
ditentukan dalam nash). Adapun jaminan had yang murni 
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kaitannya dengan hak Allah seperti had khamr, zina, sirqah 
(pencurian) mereka tidak memperbolehkannya. 
10. Musyarakah 
Secara bahasa kata Syirkah berarti Al-ihhtilath (percampuran) 
atau persekutuan. Yang dimaksud dengan percampuran disini adalah 
seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga sulit 
untuk dibedakan.
83
 Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama: 
1. Menurut ulama Hanafiah, Syirkah adalah akad antara dua orang yang 
berserikat pada pokok harta (modal) dan keuntungan.  
2. Menurut ulama Malikiyah, Syirkah adalah izin untuk bertindak 
secara hukum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta 
mereka. 
3. Menurut Hasby as-Shiddiqie, Syirkah adalah akad yang berlaku 
anatara dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam 
suatu usaha dan berbagai keuntungannya. 
Syirkah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk 
melakukan suatu usaha tertentu. Masing-masing pihak dalam melakukan 
usaha dimaksud, memberikan kontribusi dana (expertise) berdasarkan 
kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama 
sesuai kesepakatan ketika melakukan akad. Akad jenis ini disebut profit 
& loss sharing. Akad musya>rakah  sering di sebut akad syirkah.
84
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Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) pada pasal 
20 ayat 3, Syirkah adalah kerjasama anatara dua orang atau lebih dalam 
hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam usaha tertentu 
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati 
pihak-pihak berserikat.
85
 
Secara bahasa, musya>rakah berasal dari kata syaraka, yusyariku, 
artinya bersekutu.
86
 musya>rakah atau syarikah dalam bahasa arab berarti 
persekutuan, perkongsian atau perkumpulan.
87
 Akad musya>rakah  
serinng juga disebut dengan akad syirkah.  
Dalam kamus hukum, musya>rakah  berarti serikat dangang, 
kongsi, perseroan, persekutuan.
88
 Dan bermakna penggabungan (al-
ihtilat), yaitu penggabungan antara sesuatu dengan yang lainnya sehingga 
sulit dibedakan antara bagian dan yang lainnya. 
89
 
Musya>rakah  adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih 
dalam suatu usaha dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi 
dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko yang muncul 
akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan yang telah 
disepakati.
90
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Menurut Ismail Nawawi pengertian kerjasama (musya>rakah ) 
adalah keiktsertaan dua ornag atau lebih dalam suatu usaha tertentu 
dengan jumlah modal yang ditetapkan berdasarkan perjanjian untuk 
bersama-sama menjalankan suatu usaha dan pembagian keuntungan atau 
kerugian dalam bagian yang ditentukan.
91
 
Pengertian musya>rakah secara esensial prinsipnya sama yaitu 
bentuk kerjasama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan 
konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama. 
musya>rakah bisa digunakan untuk tujuan-tujuan yang murni komersial 
yang biasanya bersifat jangka pendek, ataupun untuk partisipasi dalam 
equity dari proyek-proyek jangka menengah sampai jangka panjang. 
Jenis-jenis musya>rakah  yang digunakan dalam perbankan Islam adalah: 
1). Musya>rakah  komersial, 2). Partisipasi tidak tetap, serta 3). Partisipasi 
tetap.
92
 Dari berbagai definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
musya>rakah  adalah bentuk organisasi usaha yang mempunyai unsur-
unsur: (1) perkongsian dua pihak atau lebih (2) kegiatan dengan tujuan 
(3) pembagian laba atau rugi secara proposional sesuai dengan perjanjian 
(4) tidak menyimpang dari ajaran.
93
 
Dari beberapa definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan 
bahwa syirkah suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang sepakat 
melakukan usaha bersama dengan pembagian hasil keuntungan dan 
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kerugian sesuai dengan kesepakatan yang dilakukan pada awal 
perjanjian.  
1. Landasan Hukum  
Dasar hukum mengenai Syirkah yang memliki kedudukan 
sangat kuat dalam Islam. Sebab keberadanya diperkuat oleh Al-
Qur‟an, Hadis, dan ijma ulama. Yang tertuang dalam ketentuan Surat 
Shad ayat 24 sebagai berikut:  
 …                         
                                    
   
Artinya: Sesungguhnya kebanyakan orang-orang yang berserikat itu 
sebagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain kecuali 
orang-orang yang yang beriman dan mengerjakan amal sholeh dan 
amal sedikit mereka itu.
94
 Dan Daud mengetahui bahwa kami 
mengujinya, maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lalu 
menyungkur sujud dan bertaubat.
95
 
 
Bahwa pada masa Nabi Daud, ada sebagian orang-orang yang 
melakukan kerja sama (berserikat) namun sebagian dari mereka 
mendzalimi terhadap yang lain. Hanya orang yang beriman dan orang 
yang beramal shalehlah yang tidak akan pernah melakukan perbuatan 
dzalim saat bekerja sama. Maka jika dilihat kandungan pesan ayat di 
tersebut tentang larangan saling mendzalim bagi yang melakukan kerja 
sama. tetapi menjlaska tentang etika yang harus di penuhi jika 
beberapa pihak melakukan persekutuan dalam hak milik dan pada ayat 
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ini tidak berbicara tentang tehnis dari akad musya>rakah. Adapun hadis, 
Rasulullah bersabda:  
 ُهَبِحاَص َاُهُُدَحَا ْنَُيَ َْلَاَم ِْيَْكْي ِرمشلا ُثِلَثََنَأ : ُلوُق َي ًّّللّا منِإ َلَاق ُهَع َفَر ََةر ْيَرُه بيأ ْنَع  اَذَِإف
 َب ْنِم ُتْجَرَخ َُهناَخاَمِهِنْي  
  
Artinya: “dari Abu Huraira Radiyallahu‟anhu bahwa Rasulullah 
Shalallahu‟alaihi wa Sallam bersabda: (Allah berfirman) Aku adalah 
tidak berkhianat. Jika salah satunya berkhianat , maka Aku akan 
keluar dari keduanya dan penggantinya adalah syetan”. (HR. Abu 
Daud dan dinilai shahih oleh Hakim)
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Hadis diatas menjelaskan tentang akad musyārakah  
(kerjasama) antara beberapa pihak secara bertanggung jawab dan tidak 
saling mengkhianati dan mendapat ridha Allah. Ini merupakan pesan 
moral bagi pihak yang melaksanakan kerjasama.
97
 Dan hadis ini 
menunjukan bolehnya Musya>rakah  (bersekutu/berserikat), dan sisi 
pendalilnya ialah bahwa Allah adalah pihak ketiga dari dua yang 
bersekutu selama tidak ada khianat di antara mereka berdua. Hadis 
tersebut menunjukkan anjuran bersikap amanah dan bahwasanya orang 
amanah akan di tolong Allah sedangkan ancaman Allah adalah orang 
yang berkhianat, jika seseorang berkhianat makan akan di cabut 
darinya keberkahan dari Allah terlepas dari dirinya sehingga orang 
tersebut akan tertimpa kebinasaan. 
2. Rukun dan Syarat Musyārakah  
a. Rukun Musyārakah 
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Rukun musya>rakah  adalah hal hal yang harus dipenuhi 
untuk dapat terlaksananya akad musyārakah dan merupakan pilar 
bagi terwujudnya akad. Jika salah satu tidak terpenuhi, maka akad 
musyārakah tidak bisa terjadi. Rukun musyārakah menurut Fatwa 
DSN MUI nomor; 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan 
musyārakah dengan ketentuan sebagai berikut:  
1) Dua pihak transaktor 
2) Objek musyārakah (modal dan usaha) 
3) Ijab dan qabul  
Adapun yang menjadi rukun musya>rakah yaitu:98 
1) Sigat ijab qobul (ucapan serah terima) 
2) Aqidain (kedua belah pihak yang berserikat) 
3) Ma‟uqud alaih (barang yang menjadi objek berserikat/modal) 
b.  Syarat musya>rakah :99 
Syarat musyārakah dalam buku fiqh muamalah karya yazid 
Afandi diperinci dengan hal-hal yang terkait dengan rukunnya. 
Secara terperinci, syarat-syarat tersebut adalah: 
1) Syarat yang terkait dengan sigat ijab qobul (ucapan serah 
terima). Sigat daalam akad musya>rakah  disyaratkan berupa 
lafadz (ucapan) yang lugas dan menunjukkan adanya izin 
dalam pengelola dana. Maka jika lafadz hanya terbatas pada 
memberi pengertian melakukan kerjasama (berserikat) saja, 
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tanpa menunjukkan adanya izin dari kedua belah pihak yang 
berserikat, maka akad ini dianggap tidak sah.  
2) Syarat aqidain  
a. Akil dan Balig, syarat ini mutlak berlaku bagi semua 
transaksi. Berbeda dengan jumhur ulama yang 
mensyaratkan akil dan balig dalam akad musya>rakah  dan 
semua akad dalam muamalah, Imam Abu Hanifah 
menyebutkan syarat mumayiz dapat melakukan akad atas 
seizin walinya.  
b. Memiliki kemampuan yang kompetensi dalam memberikan 
atau kuasa perwakilan. Jika objek musyārakah dikelola 
secara bersama-sama, maka kemampuan dan kompetensi 
disyaratkan ada pada dua-duanya. Jika yang mengelola 
objek akad tersebut adalah salah satunya, maka persyaratan 
ini hanya diberlakukan kepada pihak pengelola. Sedangkan 
pihak yang tidak mengelola hanya disyaratkan di dalam 
memberikan kuasa perwakilan.  
c. Akad musya>rakah  harus bisa menerima wakālah 
(perwalian). 
3) Syarat yang terkait dengan mu‟qud alaih  (barang yang menjadi 
objek akad/modal) 
a) Modal, para fuqoha sepakat bahwa modal harus dalam 
bentuk tunai, dapat berupa emas dan perak. Bisa saja dalam 
bentuk tranding asset, seperti barang , property dan barang 
lainnya. Juga dalam bentuk hak yang tidak terwujud, seperti 
hak paten, hak gadai dan lain-lain. Selain itu, asalkan 
nilainya ekuvalen dalam nilai uang tunai dan disepakati.
100
 
b) Modal terkumpul lebih dahulu sebelum akad. Sehingga 
masing-masing pihak mengetahui porsi masing-masing.
101
 
c) Pekerja, partisipasi para mitra dalam pekerjaan musya>rakah  
merupakan ketentuan dan tidak seorangpun dapat 
dikecualikan.  
d) Keuntungan bisa dikualifikasikan, artinya masing-masing 
partner mendapatkan bagian yang jelas dari hasil 
keuntungan bisnis. Bisa dalam bentuk nisbah atau 
presentase.  
e) Penentuan pembagian hasil atau keuntungan tidak bisa 
disebutkan dalam jumlah nominal yang pasti, karena hal ini 
bertentangan dengan konsep musyārakah.102 
Syarat-syarat dan ketentuan mengenai syirkah juga dijelaskan 
dalam kitab Kifayatul Akhyar karya Imam Taqyudin Abi Bakrin 
bin Muhammad bahwa syirkah haruslah:  
a. Benda (harta) atau modal yang disyirkahkan dinilai dengan 
uang  
b. Modal yang diberikan itu sama dalam hal jenis dan macamnya  
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c. Modal tersebut digabung sehingga tidak dapat dipisahkan 
antara modal yang satu dengan yang lainnya. 
d. Satu sama lainnya memebolehkan untuk membelanjakan harta 
tersebut.  
e. Keuntungan dan kerugian diterima sesuai dengan ukuran harta 
atau modal masing-masing atau menurut kesepakatan atara 
pemilik āmodal.103 
3. Macam-macam Syirkah  
Para ulama fiqh membagi syirkah menjadi dua macam:  
1) Syirkah amlāk (perserikatan dalam kepemilikan)  
Syirkah amlāk adalah persekutuan antara dua orang atau 
lebih dalam kepemilikian salah satu barang dengan salah satu 
sebab kepemilikan, seperti jual beli hibah atau warisan. 
104
 
Menurut Sayyid Sabiq, bahwa yang dimaksud dengan 
syirkah amlak adalah bila lebih dari satu orang memiliki suatu jenis 
barang tanpa akad baik bersifat ikhtiāri atau jabāri. Artinya barang 
tersebut dimiliki oleh dua orang atau lebih tanpa didahului oleh 
aqad.
105
 Hak kepemilikian tanpa akad itu dapat disebabkan oleh 
dua sebab:  
a) Ikhtiyāri yaitu perserikatan yang muncul akibat tindakan 
hukum orang yang berserikat, seperti dua orang sepakat 
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membeli suatu barang, maka benda ini menjadi harta serikat 
(bersama) bagi mereka berdua.  
b) Jabāri yaitu perserikatan yang muncul secara paksa bukan 
keinginan orang yang berserikat, artinya hak milik bagi 
mereka berdua atau lebih dikehendaki oleh mereka.  
2) Syirkah Al-Uqūd (perserikatan berdasarkan aqad) 
Yang dimaksud dengan syirkah „uqūd adalah dua orang 
atau lebih melakukan akad untuk bekerja sama (berserikat) dalam 
modal dan keuntungan. Artinya kerjasama ini didahului oleh 
transaksi dalam penananan modal dan kesepakatan pemabagian 
keuntungannya.  
Pembagian syirkah „uqūd dan hukumnya di bagi menjadi 
beberapa, yaitu:  
a) Syirkah „inān, menurut adalah sebuah persekutuan dimana 
posisi dan komposisi pihak-pihak yang terlibat dalamnya 
adalah tidak harus sama, baik dalam hal modal, pekerjaan, 
maupun dalam hal keuntungan dan resiko kerugian.
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b) Syirkah al-mufawwadah yaitu perserikatan dimana modal 
semua pihak dan kerja sama yang mereka lakukan baik kualitas 
dan kuantitasnya harus sama dan keuntungan di bagi rata. 
Dalam syirkah al-mufawwadah ini masing-masing pihak harus 
sama-sama bekerja. Hal terpenting dalam syirkah ini yaitu 
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modal kerja, kerja, maupun keuntungan keuntungan merupakan 
keuntungan hak dan kewajiban yang sama. Apabila berbeda 
maka bukan lagi dengan syirkah al-mufawwadah., tapi menjadi 
al-„inān. 
Syirkah mufawwadah, syaratnya  
a) Harus kompeten dalam memberikan atau diberikan 
perwakilan atau tanggungan  (wakālah dan kafālah)  
b) Mitra memiliki kesamaan kontribusi modal dalam syirkah, 
baik kadar atau nilainya, dari awal sampai akhir kontrak 
kerjsama.  
c) Ra‟sul māl (modal) yang disasarkan masing-masing mitra 
harus memeliki persamaan.  
d) Adanya persamaan dan pembagian keuntungan untuk 
masing-masing mitra.  
e) Bisnis yang dijalankan oleh mitra merupakan hasil 
kesepakatan bersama, tidk boleh bisnis itu hanya bisa 
dilakukan oleh mitra tertentu. 
107
 
3) Syirkah al-„Abān adalah perserikatan dalam bentuk kerja yang 
hasilnya dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan. Artinya 
perserikatan dua orang atau llebih untuk menerima sauatu 
pekerjaan seperti tukang besi, kuli angkut, tukang jahit, tukang 
celup, tukang serviselektronik dan lain sebagainya.  
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4) Syirkah al-wujūh yaitu perseriktan tanpa modal, artinya dua orang 
atau lebih membeli suatau barang tanpa modal, yang terjadi adalah 
hanya berpegang kepada nama baik dan kepercayaan para 
pedagang terhadap mereka. Dengan catatan keuntungan untuk 
mereka. Syirkah ini adalah syirkah tanggung jawab yang tanpa 
kerja dan modal. Artinya dua orang atau lebih yang tidak punya 
modal sama sekali dapat melakukan pembelian dengan kredit dan 
menjualnya dengan harga tunai. Syirkah semacam ini sama dengan 
makelar. Mereka berserikat membeli barang dengan cara kredit 
kemudian dijual dengan tunai dengan keuntungannya dibagi 
bersama.  
Jika syirkah al wujūh dilakukan dengan konsep al 
mufawwadah, maka mitra yang bergabung harus memliki 
kompetensi dan ahliyah untuk menjalakan al kafalah. Keduanya 
berkewajiban untuk menanggung separo dari harga objek syirkah, 
begitu juga dengan keuntungan yang didapatnya, harus dibagi 
secara sama diantara mitra. Jika syirkah dilakukan dengan dasar 
al‟inan, maka tidak diperlukan syarat-syarat sebagimana 
disebutkan. Kadar kewajiban dan hak berdasarkan kontribusi yang 
diberikan. 
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5) Syirkah Mudārabah adalah persetujuan antara pemilik modal dan 
seorang pekerja untuk mengelola uang dari pemilik modal dalam 
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suatu perdagangan tertentu yang keuntungannya di bagi sesuai 
dengan kesepakatan bersama. Adapun kerugian ditanggung oleh 
pemilk modal saja. Menurut hanabilah, Mudārabah dapat 
dikatakan sebagai syirkah jika memenuhi  syarat sebagai berikut:  
a) Pihak-pihak yang berserikat cakap dalam bertindak sebagai 
wakil 
b) Modalnya berbentuk uang tunai  
c) Jumlah modal jelas  
d) Diserahkan langsung kepada pekerja (pengelola) dagangan itu 
setelah akad disetujui   
e) Pembagian keuntungan diambil dari hasil perserikatan itu 
bukan dari harta yang lain.  
Tetapi menurut jumhur ulama (Hanfiyah, Malikiyah, Syafi‟iyah, 
Zahriyah dan Syi‟ah Imamiyah) tidak memasukkan transaksi 
mudharābah sebagi salah satu bentuk perserikatan, karena 
mudharābah menurut mereka merupakan akad tersendiri dalam 
bentuk kerja sama yang lain yang tidak dinamakan dengan 
perserikatan. 
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4. Batal dan Berakhirnya Kerjasama (Syirkah) 
Syirkah merupakan akad yang di perbolehkan dan tidak terikat 
jaiz gair lazim masing-masing mitra memilki hak untuk menghentikan 
kontrak. Selain itu akad syirkah juga bisa batal jika:  
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a. Salah satu pihak telah mencabut atau memebatalkan akad secara 
sepihak tanpa persetujuan pihak yang  lainnya sebab adalah akad 
yang terjadi atas dasar rela sama rela dari kedua belah pihak yang 
tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak 
tidak ada kemestian untuk dilaksanakan apabila salah satu pihak 
tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan pencabutan 
kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.  
b. Salah satu mitra meninggl dunia, apabila anggota syirkah lebih 
dari dua orang, yang batal hanyalah yang meninggl saja, syirkah 
berjalan terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila 
ahli waris anggota yang meninggal menghendaki turut serta dalam 
syirkah tersebut, maka dilakukan perjanjian baru bagi ahli waris 
yang bersangkutan.  
c. Murtad 
d. Mengalami gangguan jiwa (gila) 
e. Modal syirkah rugi, atau pailit. Yang berakibat tidak berkuasa lagi 
atas harta yang menjadi saham syirkah.
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Menurut mazhab Maliki bahwa “tiap mitra berhak menghentikan 
kontrak kapan saja ia inginkan”. 
11. Ija>rah  
a. Pengertian Ija>rah111  
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Ija>rah adalah “imbalan yang diberikan atas jasa yang 
diberikan”. Ija>rah berasal dari kata “ajara”–mengimbali, 
mengompensasi, atau memberikan ganjaran atau imbalan. Ketika 
digunakan dalam konteks ijarah, ajr (upah) berarti ganjaran yang 
diberikan atas pekerjaan atau jasa, atau kompensasi yang diberikan 
oleh penyewa atas anfaat didalam kontrak penyewaan. Ajir (pekerja) 
(jamak: ujara) adalah individu yang tenaga kerjanya merupakan 
manfaat, yakni objek kontrak penyewaan. Ia dapat juga disebut 
musta‟jar (individu yang diupah) atau mua‟ajjir (penyewa) adalah 
penerima manfaat atas pekerja atau harta yang disewakan. Secara 
teknis, ijarah adalah “kontrak pentransferan kepemilikan manfaat 
untuk mendapatkan kompensasi”. Beberapa ulama mengatakan 
bahwa: “Ija>rah adalah penjualan suatu manfaat yang sudah 
ditentukan untuk mendapatkan suatu kompensasi yang ditentukan”.  
Jadi, kontrak penyewaan adalah semacam kontrak keuangan berbasis 
pertukaran. 
b. Tipe-tipe Ija>rah 
Ija>rah diklasifikasikan berdasarkan beragam pertimbangan:112 
1) Ija>rah yang didasarkan pada tipe pokok bahasan 
Ija>rah kategori ini dibagi menjadi dua: 
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a) Aset berwujud („ayn): istilah „ayn umumnya digunakan 
sebagai lawan dari dayn (utang). Menyangkut ijarah, para 
ahli fiqih menggunakannya sebagai lawaan dari „amal 
(tenaga kerja); „ayn terdiri dari semua aset berwujud seperti 
harta, fasilitas transpor, pabrik, dan lain-lain. 
b) Aset tenaga kerja/tidak berwujud („amal): tenaga kerja 
mungkin dilaksanakan oleh dua tipe pekerja: karyawan 
(ajir khas) dan kontraktor independen (ajir mushtarak). 
Karyawan adalah individu atau entitas yang bekerja hanya 
untuk kepentingan majikan tertentu. Konsekuensinya, ia 
tidak berhak bekerja pada pekerja lain manapun semasa 
periode kontrak penyewaan. Disisi lain, kontraktor 
independen menawarkan jasanya kepada khalayak umum. 
Contoh-contoh kontraktor independen adalah penjahit, 
dokter medis, atau tukag kayu.  
2) Ija>rah yang didasarkan pada spesifikasi objek 
Ija>rah kategori ini dibagi menjadi dua subkategori, sebagai 
berikut:
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a) Objek manfaat tertentu (Ija>rah mu‟ayyanah): disebut 
demikian karena kontrak penyewaan ini berkaitan dengan 
suatu bagian harta yang spesifik, seperti sebuah mobil atau 
sebuah toko. 
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b) Liabilitas atau janjiyang harus dipenuhi oleh pihak yang 
menyewakan (Ija>rah mawsufa fi al-dhimmah): kontrak atas 
suatu manfaat tertentu yang mana penyediaan 
liabilitasnyadipangku oleh pihak yang menyewakan; sebagai 
contoh, menyewa jas penjahit untuk menjahitkan sebuah 
garmen atau menyewa jasa pemborong untuk membangun 
sebuah rumah. 
3) Ija>rah yang didasarkan pada waktu diberlakukannya 
kontrak  
Ija>rah tipe ini dibagi menjadi tiga sub kategori:114 
a) Penyewaan instan (Ija>rah munajjazah): ini adalah kontrak 
penyewaan yang mulai berlaku segera sesudah penawaran 
diterima, tanpa kaian dengan suatu peristiwa mndatang atau 
suatu tanggal mendatang yang ditetapkan.  
b) Penyewaan pada suatu tanggal mendatang (Ija>rah 
mudhafah): ini adalah kontrak penyewaan yang efeknya 
ditunda hingga suatutanggal mendatang. sebagai contoh, 
menyewakan sebuah toko dengan harga dan periode yang 
ditetapkan, yang penempatan/pemilikannya ditunda hingga 
tiga bulan sesudah tanggal kontrak tersebut.  
c) Penyewaan yang tunduk pada pemenuhan syarat-syarat 
tertentu (Ija>rah mu‟allaqah): ini adalah kontrak penyewaan 
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yang eberlakuannya dikaitkan dengan suatu peristiwa 
mendatang. sebagai contoh, pihak yang menyewakan 
berkata, “ketika Zayd kembali dari perjalanannya, saya akan 
menyewakan rumah ini kepada anda”. Menurut mayoritas 
ahli fiqh, kontrak ini tidak sahih karena menjadikan 
perpindahan kepemilikan bergantungpada suatu persoalan 
yang batal, karena kontrak penyewaan ini berlaku setara 
dengan perindahan kepemilikan manfaat. 
4. Ija>rah yang didasarkan pada hubungan kontraktural 
Hubungan kontaktural dibagi menjadi dua:
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a) Operating lease (Ija>rah tashghiliyyah): ini adalah ijarah 
yang dilaksanakan oleh IFI atau perusahaan bisnis. 
Kriterianya yang utama adalah tidak dikaitkan dengan suatu 
perjanjian pembelian. Ija>rah tipe ini cocok untuk aset-aset 
yang mahal, seperti kapal laut, pesawat terbang, serta 
peralatan industri berat dan pertanian. 
b) Financing lease (Ija>rah tamwiliyyah): ini adalah ijarah yang 
biasanya dilaksanakan oleh IFI dan dikaitkan dengan 
pemebelian atau penghibahan. Transaksi semacam ini 
digunakan secara luas dalam industri real estate, 
permesinan dan peralatan. Menyangkut Ija>rah ini, kontrak 
yang digunakan diistilahkan dalam bahasa arab sebagai al 
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Ija>rah tsumma al-iqtina‟atau al- Ija>rah muntahiyah 
bittamlik.    
C. Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil 
1. Pengertian Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil 
Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil yaitu pembelian barang dengan cara dicicil 
atau angsuran. Istilah jual beli kredit dalam Islam disebut dengan Bai’ bi 
Al-tsama>n ‘a>jil. Sesungguhnya istilah Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil merupakan 
istilah yang  baru dalam literatur Islam, akan tetapi prinsipnya memang 
sudah ada sejak lama. Secara bahasa Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil dapat dilihat 
dari tiga kata yang berbeda. Bai‟ artinya adalah jual beli, Al-tsama>n 
artinya adalah harga dan ‘a>jil artinya adalah tempo atau secara bertahap. 
Dari pengertian secara bahasa dapat diketahui bahwa Bai’ bi Al-tsama>n 
‘a>jil adalah jual beli dengan pembayaran secara tempo atau bertahap. 
Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil adalah jual beli barang pada harga asal 
dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam Bai’ bi Al-tsama>n 
‘a>jil ini, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan 
menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bai’ bi Al-
tsama>n ‘a>jil  ini dapat dilakukan untuk pembelian secara pemesanan.116 
Prinsip Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil merupakan pengembangan dari 
mura>bah}ah, akan tetapi yang membedakan hanyalah cara pembayaran 
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yang bersifat jangka panjang, pembayaran dengan angsuran.
117
 Bai’ bi Al-
tsama>n ‘a>jil adalah menjual dengan harga asal ditambah dengan margin 
keuntungan yang telah disepakati dan dibayar secara kredit.  Bai’ bi Al-
tsama>n ‘a>jil  mirip  mura>bah}ah, yaitu menjual dengan harga asal ditambah 
dengan margin keuntungan yang telah disepakati bersama, dan 
pembayaran dilakukan secara kredit. Produk ini juga dapat membantu 
pembeli.
118
  
Adapun secara umum mengenai jual beli kredit yaitu, inovasi 
model jual beli klasik atas dasar nalar perbankan. Nalar perbankan 
awalnya digunakan untuk obyek uang. Jual beli tunda diatur 
pembayarannya sebagaimana pinjam uang. Asumsi bahwa harga tunda 
sama dengan pinjam uang bisa berkembang menjadi penghitungan dengan 
sistem bunga. Penambahan harga didasarkan atas penambahan waktu 
penundaan pembayaran. Waktu pembayaran menjadi basis penambahan 
harga. Pernyataan terakhir diatas bisa mengaburkan definisi jual beli 
tunda. Ia sering disamakan dengan riba karena ada penambahan 
keuntungan berbasis pinjaman untuk membeli barang dalam bentuk 
penundaan pembayaran barang.
119
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Adapun beberapa Kaidah-kaidah khusus yang berkaitan dengan 
Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil antara lain sebagai berikut:120 
a. Harga barang dengan transaksi Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil dapat 
ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga 
telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi. 
b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan 
berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. 
c. Manakala nasabah tidak dapat membayar tepat waktu yang telah 
disepakati maka bank akan mencarikan jalan yang paling bijaksana. 
Jalan apapun yang ditempuh bank tidak akan mengenakan sanksi atau 
melakukan repricing dari akad yang sama. 
2. Dasar Hukum Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil 
a. Landasan Hukum Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil menurut Al-Qur‟an: 
Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam sistem 
perekonomian adalah akad atau perjanjian. Hal ini ditegaskan dalam 
Firman Allah SWT; (QS. Annisa: 5). 
                               
           
Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang 
belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam 
kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah 
mereka belanja”.121 
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Selanjutnya yaitu menegaskan pentingnya bukti hitam diatas putih 
yang disaksikan oleh pihak-pihak yang bekerja sama. Hal ini ditegaskan 
dalam Firman Allah SWT. (QS. Al-Baqarah: 282). 
                                   
                               
                                   
                              
                         
                            
                            
                         
                           
                                 
    
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah 
tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu 
menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu 
menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan 
menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia 
menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa 
yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah 
Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. 
jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 
(keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah 
dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak 
ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang 
perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa 
Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan 
(memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 
jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu 
membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih 
menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) 
keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu 
perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada 
dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah 
apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 
menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya 
hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada 
Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu”. 
(Q.S Al Baqarah: 282)
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b. Landasan Hukum Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil menurut Al-Hadits: 
 اَص ْنَع ُعْي َبَْلا .ُةََكر َبْلا منِهْيِف ُثَلاَث( :  َمملَسَو ِهْيَلَع ُّللّا ىَلَص ُّللّا ُلُسَر َل َاق :ِبْيَهُص ِنْب ِحِل
)ِعْي َبِْلل َلا ِتْي َبِْلل ِْيِْعمشل ِبِ ُّبِْلا ُطَلاْخَأَوُةَضَر اَقُمْلاَو  لَجَا َلَِا 
Artinya: “Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: 
tiga hal yang didalamnya terdapat keberkatan: jual beli secara tangguh, 
muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung 
untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual”. (H.R Ibnu Majjah).123 
 
c. Landasan hukum Bai‟ Bitsaman Ajil menurut kaidah fiqh:  
 َْلا  ُلْص  ِف  ِةَلَماَع
ُ
لما  ُةَحَبِِلإا   
Artinya: “Hukum dasar mumalat adalah mubah”. 124 
 
Kecuali jika ada nash yang shahih, tsabit, dan tegas dalalahnya 
(ketepatgunaan sebagai dalil) yang melarang serta mengharamkannya. 
Jika ada maka nash itulah yang dipegang, ini menjadi pinsip nomor satu 
atau kaidah pertama, bahwa hukum dasar segala hal dan perbuatan adalah 
mubah. 
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3.  Rukun dan Syarat Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil 
Rukun dan syarat Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil tidak jauh berbeda dengan 
jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan pengembangan dari 
kontran jual beli. Sebagai sebuah produk perbankan yang didasarkan pada 
perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus memenuhi rukun, 
antara lain sebagai berikut:
125
 
a. Orang yang berakad (pembeli dan penjual) 
b. Ada S}i>ghat  (lafaz i>ja>b dan q>}>abul) 
c. Adanya barang yang dibeli 
d. Ada nilai tukar pengganti barang. 
Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil 
adalah sebagai berikut:
126
  
a. Penjual memberi tahu harga barang kepada pembeli (harga pokok dan 
komponen keuntungan). 
b. Kontrak harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. 
c. Kontrak harus bebas dari riba. 
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang tersebut. 
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang. Secara 
prinsip, jika syarat diatas tidak dipenuhi, maka pembeli memiliki 
pilihan untuk melanjutkan pembelian seperti apa adanya, kembali 
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kepada penjual dan menyatakan ketidaksetujuan atas barang yang 
dijual, atau membatalkan kontrak. 
Objek yang diperjualbelikan dalam Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil: 
a. Tidak termasuk barang yang diharamkan atau dilarang 
b. Memberi manfaat menurut syara‟ maka dilarang jual beli benda yang 
tidak boleh diambil manfaatnya menurut syara‟,  
c. Penyerahannya dari penjual ke pembeli dapat dilakukan  
d. Merupakan hak milik penuh pihak yang berakad 
e. Sesuai spesifikasinya yang diterima pembeli dan diserahkan penjual. 
4. Fatwa Dewan Syari’ah Nasional yang terkait dengan transaksi Bai’ bi 
Al-tsama>n ‘a>jil  Nomor 4/DSN-MUI/IV/2000 Tanggal 1 April 2000 
tentang Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil.127 
Menetapkan : FATWA TENTANG MURA>BAH}AH 
Pertama : Ketentuan Umum mura>bah}ah  dalam Bank Syari‟ah: 
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad mura>bah}ah 
yang bebas riba. 
2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh 
syari‟ah Islam. 
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga 
pembelian barang yang telah disepakati 
kualifikasinya. 
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4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas 
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan 
bebas riba. 
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan 
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan 
secara utang. 
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada 
nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga 
beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus 
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada 
nasabah berikut biaya yang diperlukan. 
7. Nasabah membayar harga barang yang telah 
disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang 
telah disepakati.  
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau 
kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat 
mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk 
membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli 
mura>bah}ah harus dilakukan setelah barang, secara 
prinsip, menjadi milik bank. 
 
 
Kedua : Ketentuan Mura>bah}ah kepada Nasabah: 
1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji 
pembelian suatu barang atau aset kepada bank. 
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus 
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara 
sah dengan pedagang. 
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada 
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya 
sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena 
secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian 
kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli. 
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah 
untuk membayar uang muka saat menandatangani 
kesepakatan awal pemesanan. 
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang 
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka 
tersebut. 
6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus 
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali 
sisa kerugiannya kepada nasabah. 
7. Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun sebagai 
alternatif dari uang muka, maka: 
a) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang 
tersebut, ia tinggal membayar sisa harga. 
b) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi 
milik bank maksimal sebesar kerugian yang 
ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; 
dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah 
wajib melunasi kekurangannya. 
Ketiga : Jaminan dalam Mura>bah}ah: 
1. Jaminan dalam mura>bah}ah dibolehkan, agar nasabah 
serius dengan pesanannya. 
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan 
jaminan yang dapat dipegang. 
Keempat : Utang dalam Mura>bah}ah: 
1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam 
transaksi mura>bah}ah tidak ada kaitannya dengan 
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak 
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual 
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau 
kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan 
utangnya kepada bank. 
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa 
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi 
seluruh angsurannya. 
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan 
kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan 
utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia tidak boleh 
memperlambat pembayaran angsuran atau meminta 
kerugian itu diperhitungkan. 
Kelima : Penundaan Pembayaran dalam Mura>bah}ah: 
1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan 
menunda penyelesaian utangnya. 
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan 
sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan 
kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan 
melalui Badan Arbitrasi Syari‟ah setelah tidak 
tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 
Keenam : Bangkrut dalam Mura>bah}ah: 
Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal 
menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan 
utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau 
berdasarkan kesepakatan. 
 
 
 
 
 
 
BAB III 
PRAKTEK JUAL BELI KREDIT DITOKO MENARA SURAKARTA 
A. Gambaran Umum Toko Menara Surakarta 
Toko Menara merupakan salah satu dari sekian banyak toko fashion 
yang mengedepankan aspek keagamaan. Hal ini terlihat dari salah satu visi 
dan misi toko tersebut yang jelas untuk mengedepankan ibadah, akhlak 
dan keimanan. Toko Menara sangat kompetitif dalam penjualan produk-
produk mereka kepada masyarakat umum, dengan memberikan pelayanan 
terbaik kepada para customernya. Sistem pembayaran ditoko ini banyak 
menarik minat masyarakat untuk berkunjung ke toko ini, pasalnya toko ini 
menyediakan dua jenis pembayaran, masyarakat dapat membeli produk 
secara cash maupun secara kredit. 
Toko Menara merupakan toko yang menawarkan berbagai macam 
fashion. Ditoko Menara menjual berbagai macam barang, tidak hanya 
terbatas pada pakaian saja. Disana juga menjual sandal, sepatu, tas, 
kacamata, kosmetik, dan lain-lain. Toko menara terletak di Jalan Gatot 
Subroto No 87-89 Singosaren, Solo, ini buka mulai pukul 09.00 WIB 
hingga 21.00 WIB.
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 Toko Menara terletak sangat strategis diwilayah 
Surakarta. Hal ini dikarenakan Toko Menara terletak di dekat Pusat 
perbelanjaan lainnya. Toko Menara terletak tak jauh dari pusat 
perbelanjaan Matahari, Singosaren.  Karena letak Toko Menara yang 
sangat strategis, sehingga memudahkan bagi masyarakat sekitar yang ingin 
                                                          
128
Profil Toko Menara Surakarta.  
datang berbelanja. Setiap hari banyak masyarakat yang berdatangan ke 
Toko Menara untuk berbelanja pakaian yang mereka butuhkan. Toko 
Menara tidak pernah sepi pengunjung. Terlebih saat memasuki bulan 
ramadhan, pengunjung akan semakin membludak  hingga mencapai 500 
lebih pengunjung setiap harinya.   
Toko Menara berdiri pada tanggal 4 April 2013. Gagasan awal 
didirikannya toko ini dikarenakan keinginan dari pemilik toko dengan 
melihat persaingan fashion yang sangat pesat sehingga menimbulkan 
keinginan untuk bersaing dalam hal fashion dengan menyediakan berbagai 
macam produk sesuai dengan trend terkini dengan berbagai mode.
129
 
Toko Menara tidak memiliki cabang lain. Toko ini hanya satu-
satunya di Indonesia. Toko Menara memasok produk-produknya langsung 
dari Jakarta. Toko menawarkan keunikannya dalam hal jual beli. Di toko 
ini menawarkan pembelian dengan pembayaran cash maupun kredit, 
sehingga dengan demikian memudahkan masyarakat dalam berbelanja 
kebutuhan mereka. Masyarakat tidak arus bertransaksi secara cash, tetapi 
mereka juga bisa bertransaksi secara kredit, dengan membayar cicilan 
selama 2 bulan dan harga maksimal yang dibelanjakan Rp. 500.000,-. 
Sebelumnya masyarakat perlu memenuhi persyaratan agar dapat 
melakukan transaksi secara kredit.  
Ditoko menara juga memberikan discount untuk hal-hal tertentu, 
seperti lebaran misalnya. Pihak toko akan memberikan discount kepada 
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para customernya. Discount yang diberikan berbagai macam ada yang 
20%, ada yang 30% bahkan ada yang 50%.  
B. Visi dan Misi Toko Menara Surakarta 
Disetiap organisasi atau perusahaan manapun pasti memilik visi misi 
sehingga dengan visi misi yang dimiliki, perkembangan toko lebih terarah. 
Adapun visi misi dari Toko Menara sebagai berikut:
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1. Siap memberikan pengalaman berbelanja yang terbaik dari awal hingga 
akhir pelayanan kepada pelanggan; 
2. Memberikan kenyamanan kepada pelanggan selama berada di dalam 
toko; 
3. Siap melayani secara profesional membangun rasa kekeluargaan; 
4. Selalu menjadi yang terdepan dan terlengkap dalam mengikuti 
perkembangan fashion terkini; 
5. Siap menjadi toko retail yang mudah dijangkau oleh masyarakat; 
6. Siap memberikan lapangan pekerjaan dan menciptakan kesejahteraan 
bagi semua pihak dilingkungan perusahaan; 
7. Berupaya untuk seluruh  staf dan karyawan meningkatkan kualitas 
iman, ibadah dan akhlaknya; 
8. Meningkatkan kapasitas usaha dan bertekad menjadi perusahaan yang 
berkembang. 
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C. Struktur Toko Menara 
Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antar bagian-
bagian, komponen dan posisi dalam suatu perusahaan. Disetiap perusahaan 
baik perusahaan kecil, maupun perusahaan besar pasti memiliki struktur 
organisasi. Dimana struktur tersebut dapat terlihat bagian-bagian 
kedudukan, tugas, wewenang serta tanggung  jawab yang berbeda-beda.  
Begitu juga dengan Toko Menara, Toko Menara sama halnya 
dengan perusahaan yang terorganisir dan memiliki susunan. Dimana 
pihak-pihak dalam susunan tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab 
masing-masing yang saling berkaitan. Berikut ini struktur organisasi di 
Toko Menara Surakarta:
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Pimpinan Toko 
Wakil Pimpinan 
Kepala Gudang Kepala Counter 
Karyawan Karyawan 
Pemilik Toko 
Keterangan: 
1. Pemilik Toko 
Merupakan penggagas berdirinya Toko Menara  Surakarta, 
dengan berbagai pertimbangan wacana, prosedur, dan manajemen. 
2. Pimpinan Toko 
Bertugas memimpin operasional Toko Menara sesuai dengan 
tujuan dan kebijakan umum yang digariskan oleh pemilik toko. Serta 
mengarahkan setiap karyawan yang bertugas agar tidak terjadi 
kesalahan. 
3. Wakil Pimpinan 
Membantu tugas-tugas dari Pimpinan Toko. 
4. Kepala Counter 
Bertugas menyusun laporan keuangan secara periodik atas 
transaksi yang terjadi di Toko Menara.  
5. Kepala Gudang  
Bertanggung jawab atas barang yang masuk atau barang yang 
datang ke toko, seta mengecek setiap barang yang masih ada di toko. 
Agar tidak terjadi kekeliruan.  
6. Karyawan 
Karyawan di Toko Menara terbagi beberapa bagian, ada yang 
dibagian cashier yang bertindak sebagai penerima uang dan juru bayar. 
Ada yang dibagian menyusun barang. Bagian ini bertanggung jawab 
meletakkan barang pada bagian-bagian yang telah ditetapkan seperti 
misalnya tas terletak di lantai 2 dan memberikan label harga pada 
masing-masing tas. Dan begitu seterusnya pada barang-barang yang 
lain.
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D. Produk-Produk Toko Menara 
Di Toko Menara terdiri dari dua tingkat yakni di bagian bawah 
menyediakan berbagai macam  pakaian, mulai dari pakaian anak-anak 
hingga dewasa dengan berbagai macam harga dan merek. Harganya cukup 
terjangkau mulai dari Rp.50.000 keatas.  
Sedangkan dilantai dua menyediakan berbagai macam sepatu, tas, 
jilbab, dengan berbagai merek dan berbagai macam harga. Untuk kisaran 
harga sama halnya dengan kisaran harga baju.  Harga yang ditawarkan  di 
toko menara cukup terjangkau bagi masyarakat yang ingin membeli 
kebutuhan mereka dalam hal fashion.  
E. Syarat-syarat menjadi customer yang ingin mengajukan kredit di Toko 
Menara Surakarta: 
1. Syarat-syarat menjadi customer yang ingin mengajukan kredit (Pihak 
II):
133
  
a. Customer datang ke Toko Menara 
b. Menyerahkan jaminan dan data diri 
c. Menyepakati perjanjian secara lisan 
d. Menerima ketentuan dari pihak toko : 
1. Bersedia membayar tepat waktu dalam kondisi apapun. 
                                                          
132
 Ibid.,  
133
Romy, Pimpinan Toko Menara Surakarta, Wawancara Pribadi, Ruang HRD Toko 
Menara, 9 November 2018, jam 10.00-11.00 WIB.  
2. Menerima setiap resiko yang akan datang kedepannya. Seperti 
siap menerima pemblokiran kartu apabila customer tidak 
membayar tepat waktu. 
2. Syarat-syarat menjadi customer yang ingin mengajukan kredit (Pihak 
III):
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1. Pihak  ketiga harus  menemui pihak kedua. 
Mengajukan kredit di Toko Menara tidak bisa langsung datang ke 
toko, tetapi harus melalui pihak kedua. Pihak ketiga harus mencari 
pihak kedua untuk bisa mengajukan kredit agar mendapatkan kartu 
untuk belanja di Toko Menara secara kredit. Tetapi mencari pihak 
ketiga tidaklah mudah karena pihak kedua menyebar dan sulit untuk 
ditemui. Rata-rata pihak kedua memutarkan kartu hanya kepada 
orang-orang terdekat/orang-orang yang mereka kenali supaya 
mempermudah  ketika  pihak ketiga ingin membayarkan cicilan 
kepada pihak kedua. Pihak kedua tidak mempunyai tempat khusus 
atau kantor untuk menyebarkan kartu dan mengajak orang-orang ikut 
belanja kredit di Toko Menara.  
Selain itu pihak toko juga tidak mempunyai wewenang 
menginformasikan ketika ada pihak ketiga yang ingin bergabung 
dengan pihak kedua dan berbelanja kredit di Toko Menara. Semua itu 
urusan antara pihak kedua dan pihak ketiga, sepenuhnya wewenang 
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ada di pihak kedua terkait siapa saja orang-orang yang akan diajak 
bergabung. 
Pihak kedua sendiri merupakan customer yang ingin berbelanja 
kredit di Toko Menara, tetapi harus menyerahkan jaminan berupa 
BPKB Motor atau surat berharga lainnya, kemudian memperoleh 
kartu kredit sesuai dengan harga jaminan yang diberikan. Kartu 
tersebut senilai Rp. 500.000 persatu kartu. 
Pihak kedua dapat memakai sendiri kartu-kartu tersebut untuk 
berbelanja di Toko Menara secara kredit. Jika pihak kedua ingin lebih 
ringan dan memperoleh keuntungan, maka pihak kedua dapat 
memutarkan kartu tersebut kepada pihak ketiga untuk berbelanja 
secara kredit di Toko Menara. Keuntungan yang diperoleh oleh pihak 
kedua adalah mendapatkan fee (bonus) 10% yang diperoleh dari 
kalkulasi belanja pihak ketiga yang berbelanja di Toko Menara. Fee 
tersebut tidak berua uang tunai tetapi berupa voucher belanja gratis.  
2. Ketentuan pihak ketiga ditetapkan oleh pihak kedua, termasuk 
jaminan dan data diri.  
Ketentuan jaminan dan data diri pihak ketiga yang ingin 
mengajukan kredit ditentukan oleh pihak kedua. Mengenai isinya 
berbeda dengan jaminan yang diberikan pihak kedua kepada pihak 
pertama. Jaminan nya lebih ringan dibandingkan pihak kedua kepada 
pihak pertama.  
3. Menerima semua resiko yang akan terjadi di masa yang akan datang. 
Pihak ketiga harus menerima segala resiko yang kemungkinan 
terjadi. Misalnya jika pihak ketiga tidak membayar cicilan tepat waktu 
maka kartu akan di blokir oleh pihak toko sampai bisa membayar 
cicilan. Dalam hal ini pihak ketiga masih diuntungkan, karena 
tanggung jawab pihak ketiga hanya pada pihak kedua dan tidak 
kepada pihak toko. Tanggung jawab kepada pihak toko menjadi 
urusan pihak kedua. Jadi ketika  pihak ketiga belum bisa membayar 
maka toko tidak mau tahu, yang harus membayar adalah pihak kedua. 
Jika pihak kedua juga tidak bisa membayar maka kartu baru akan di 
blokir sampai cicilan bisa terbayarkan. Baik yang membayar  cicilan  
pihak ketiga maupun pihak kedua yang terlebih dahulu membayarkan. 
Pembayaran melalui pihak kedua, jadi pihak ketiga tidak bisa 
membayar ke toko secara langsung. 
Pihak ketiga sama seperti pihak kedua yaitu sama-sama sebagai 
customer, tetapi bedanya jika pihak kedua langsung berhubungan 
dengan toko dan jika pihak ketiga harus melalui pihak kedua untuk 
melakukan berbelanja secara kredit di Toko Menara. 
 
 
 
 
 
 
 BAB IV  
ANALISIS MEKANISME JUAL BELI KREDIT DI TOKO MENARA  
A. Analisis Mekanisme Jual Beli Kredit Di Toko Menara 
Mekanisme  transaksi jual beli kredit di Toko Menara dengan dua 
cara yaitu secara cash dan secara kredit. Tidak seperti kebanyakan toko 
fashion yang hanya dapat melakukan transaksi secara cash saja. Adapun 
secara cash  proses jual beli terjadi seperti pada umumnya, dimana penjual 
langsung menerima uang dari pembeli sejumlah harga yang telah 
ditetapkan dan langsung membayarnya saat itu juga. Sedangkan secara 
kredit pembeli harus menggunakan beberapa tahap, pihak toko akan 
melakukan kerjasama dengan pihak kedua yang mana pihak kedua ini 
akan menyerahkan jaminannya kepada pihak toko. Untuk kemudian pihak 
kedua mendapatkan sejumlah kartu yang nominalnya sebesar  harga 
jaminan yang diberikan, kartu tersebut dapat dia gunakan untuk menarik 
customer lain yang ingin berbelanja secara kredit juga di Toko Menara. 
Besar kecilnya kartu tergantung dari jumlah besar kecilnya jaminan yang 
diserahkan kepada pihak toko.  
Dengan demikian pihak kedua akan mendapatkan fee 10% dari 
banyaknya jumlah pihak ketiga yang berbelanja di Toko Menara,  fee 
tersebut diambil dari keuntungan yang diperoleh toko tanpa pihak kedua 
memberikan tambahan keuntungan. Dengan kata lain pihak ketiga 
membeli  dengan harga yang sama sesuai dengan harga di Toko Menara 
tanpa adanya penambahan margin (keuntungan). Pihak ketiga jika ingin 
melakukan transaksi kredit maka dia harus datang ke kasir menyerahkan 
fotocopy KTP dan memperlihatkan KTP asli kemudian tanda tangan 
sebagai bukti bahwa yang melakukan kredit benar-benar yang 
bersangkutan. Menurut ibu Daning, dia pernah menjual kartunya kepada 
anaknya karena membutuhkan uang. Dia menjual satu kartu seharga Rp. 
300.000, tetapi beliau tetap membayar kepada pihak kedua sebesar Rp. 
500.000. Dalam hal ini ibu Daning mengalami kerugian sebesar 
Rp.200.000.
135
  Menurut customer lainnya terkadang kredit yang 
dilakukan pihak kedua kepihak ketiga tidak dilakukan semestinya, dimana 
pihak kedua ada yang meminta harga tambahan dari harga yang ditetapkan 
oleh pihak toko.
136
   
Pihak toko menargetkan satu kartu customer hanya dapat 
berbelanja sebesar Rp. 500.000,-. Jika customer (pihak ketiga) ingin 
berbelanja lebih dari yang ditentukan maka pihak ketiga harus 
mendapatkan lebih dari satu kartu. Kemudian selama sebulan pihak toko 
akan menjumlah pembelian dari pihak ketiga dan kemudian pihak kedua 
akan mendapatkan fee 10%, dengan demikian pihak kedua dapat 
berbelanja ke toko dengan fee yang dia peroleh. Fee tersebut akan 
diberikan langsung dari pihak toko kepada pihak kedua. Dengan demikian 
pihak kedua dapat membelanjakan fee tersebut di Toko Menara. 
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Pada transaksi kredit yang terjadi di Toko Menara ada 3 pelaku 
dalam transaksi ini, yaitu pihak pertama (pihak toko), pihak kedua 
(customer) dan pihak ketiga (customer). Pihak kedua dan pihak ketiga 
sama-sama merupakan customer di Toko Menara, hanya saja berbeda 
posisinya. Pelaksanaannya sebagai berikut: pihak kedua bekerjasama 
dengan pihak toko dengan memberikan jaminan BPKB motor senilai Rp. 
15.000.000,-.  Kemudian pihak toko akan memberikan 30 kartu. Jika pihak 
kedua membutuhkan 50 kartu, maka toko tidak dapat memberikan sesuai 
keinginan pihak kedua. Dikarenakan jaminan yang diberikan hanya BPKB 
motor. Jika pihak kedua ingin 50 kartu, maka jaminan yang dia berikan 
harus berjumlah lebih besar dari BPKB motor. Kemudian 30 kartu tersebut 
akan ditawarkan  oleh pihak kedua kepada teman-temannya ataupun 
kerabat keluarga yang dia kenali dan tertarik ingin berbelanja di toko 
secara kredit. Kemudian pihak toko akan menjumlah belanja dari customer  
(pihak ketiga) selama sebulan, dan setelah  itu  pihak kedua akan 
mendapatkan fee 10% dari total belanja customernya tersebut. Pihak toko 
akan langsung memberikan fee tersebut kepada pihak kedua. 30 kartu 
yang dibawa oleh pihak kedua tidak harus habis diputarkan dalam waktu 
sebulan, karena pihak toko (pihak pertama)  tidak pernah menargetkan 
bahwa kartu-kartu tersebut harus habis diputarkan  kepada customer 
(pihak ketiga) selama sebulan. Sebagai syarat pengajuan kredit, pihak 
kedua  harus menyerahkan data diri beserta jaminan kepada pihak toko. 
Jaminannya berupa BPKB motor atau mobil, Sertifikat rumah, Sertifikat 
tanah, dan lain-lain. Selain jaminan adapula data diri yang minta berupa 
Fotocopy KTP, Fotocopy KK, dan lain-lain. Kemudian pihak toko dan 
pihak kedua akan melakukan perjanjian secara lisan, pihak toko tidak 
memiliki lembar perjanjian secara tertulis.dalam hal ini pihak toko percaya 
kepada customernya. Perjanjian secara lisan tersebut mengenai 
kesepakatan kedua belah pihak, jika dalam transaksi kredit ada 
permasalahan seperti pembayaran tidak tepat waktu maka pihak toko akan 
memblokir kartu yang akan digunakan customer, hingga permasalahannya 
selesai (pembayaran lunas). Antara pihak toko, dan pihak kedua sudah 
jelas dan resmi perjanjiannya, tapi tidak demikian untuk pihak kedua dan 
pihak ketiga. Hal ini dikarenakan pihak ketiga tidak ada urusannya secara 
langsung kepada toko, sehingga perjanjiannya terserah di pihak kedua dan 
pihak ketiga. Begitupun jika diantara mereka ada keterlambatan 
pembayaran, maka toko tidak mau tahu. Pihak toko hanya tahu 
pembayaran dilakukan selama dua kali dalam dua bulan untuk transaksi 
kredit dengan tanggal yang telah disepakati antara pihak toko dan pihak 
kedua. Jadi jika pihak ketiga terlambat membayar tagihan cicilan, maka 
pihak kedua yang akan menanggungnya terlebih dahulu. Jika pihak kedua 
tidak dapat menutup pembayarannya, maka kebijakan dari toko adalah 
untuk memblokir sementara kartu-kartu customer yang digunakan hingga 
pembayaran lunas sesuai dengan waktu perjanjian. Sejauh ini toko tidak 
memberikan denda ataupun sanksi kepada pihak yang tidak tepat waktu 
dalam membayar apalagi hingga permasalahan dibawa kejalur hukum. 
Di Toko Menara belum memiliki member card, jadi bagi siapapun 
yang ingin berbelanja secara kredit dia dapat bdatang langsung ke toko 
dan membawa semua persyaratan atau menemui pihak kedua. Yang mana 
pihak kedua membawa kartu yang didapat dari toko untuk  digunakan 
bertransaksi secara kredit. Keberadaan pihak kedua tidak tentu, hal ini 
dikarenakan tidak adanya kantor  ataupun  sejenisnya untuk 
mempermudah pihak ketiga dalam menjumpai pihak kedua. Untuk 
kerugian yang dialami pihak toko menara sejauh ini sangat kecil. Jika 
terjadi kerugian, Toko Menara akan mengatasinya dengan berhati-hati 
dalam transaksi jual beli baik secara cash maupun kredit dikemudian hari. 
Pihak toko  akan mengatasi secara langsung dengan tatap muka kepada 
pihak kedua, karena pihak kedua langsung berhubungan dengan pihak 
toko. Seandainya terjadi masalah dipihak kedua dan pihak ketiga, maka 
pihak kedua akan membicarakan dengan pihak toko atas apa yang sedang 
dialaminya dengan tidak melibatkan pihak ketiga. Dalam hal ini, pihak 
kedua ingin mendapatkan solusi atas masalah yang sedang dialami. 
Misalnya masalah benar-benar tidak bisa teratasi, toko akan memblokir 
kartu -kartu costumer sehingga tidak dapat terjadi transaksi dalam waktu 
sementara hingga masalah benar-benar selesai. 
B. Pelaksanaan Mekanisme Jual Beli Kredit di Toko Menara dalam 
Perspektif  Fiqh Muamalah   
Jika dilihat dari sudut fiqh muamalah, hal ini dapat juga di sebut 
dengan Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil. Pada dasarnya Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil  
merupakan jual beli tangguh dengan harga keuntungan yang telah 
disepakati antara penjual dan pembeli. Proses pembayaran Bai’ bi Al-
tsama>n ‘a>jil dapat dilakukan beberapa kali pembayaran sehingga hal ini 
meringankan nasabah/customer yang membeli produk-produk mereka. 
Dalam akad  Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil  rukun dan syarat tidak jauh berbeda 
dengan jual beli secara umum karena transaksi ini merupakan 
pengembangan dari kontrak jual beli. Sebagai sebuah produk yang 
didasarkan pada perjanjian jual beli, maka demi keabsahannya harus 
memenuhi rukun dan syarat antara lain sebagai berikut:
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a. Orang yang berakad (pembeli dan penjual). Didalam jual beli kredit di 
Toko Menara ini ada orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli. 
b. Ada S}i>ghat  (lafaz i>ja>b dan q>abul). I>ja>b dan q>abul dalam transaksi ini 
yaitu dimana i>ja>b  diucapkan oleh pihak toko setelah menerima jaminan 
dan kelengkapan data diri dari pihak kedua. Kemudian pihak toko akan 
memberikan sejumlah kartu kepada pihak kedua, karena telah 
menyerahkan jaminan, q>abulnya si pihak kedua akan menerima semua  
ketentuan yang diberikan toko, termasuk waktu pembayaran yang telah 
disepakati bersama serta resiko yang akan datang dikemudian hari. 
c. Adanya barang yang dibeli. Di Toko Menara menjual berbagai macam 
barang, tidak hanya terbatas pada pakaian saja. Disana juga menjual 
sandal, sepatu, tas, kacamata, kosmetik, dan lain-lain. Sehingga customer 
dapat membeli barang sesuai dengan yang dia butuhkan.  
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 Abdul Ghafur Anshari, Perbankan Syari‟ah di Indonesia, (Yokyakarta: Gajah Mada 
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d. Ada nilai tukar pengganti barang. Di Toko Menara menggunakan alat 
tukar berupa uang untuk transaksi penjualan. Di Toko Menara tidak 
menyediakan barter (pertukaran barang dengan barang). 
Selain rukun demi keabsahan suatu akad, juga harus memenuhi 
syarat-syaratnya. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam Bai’ bi Al-
tsama>n ‘a>jil adalah sebagai berikut:  
a. Penjual memberi tahu harga barang kepada pembeli (harga pokok dan 
komponen keuntungan). Di Toko Menara customer akan tahu harga 
suatu barang dari label yang tertera pada produk. Mengenai 
keuntungan, pihak toko tidak memberitahukannya kepada customer. 
Apa yang telah tertera dilabel, maka itu harga yang berlaku, tidak ada 
penambahan margin/keuntungan.  
b. Kontrak harus sah sesuai rukun yang ditetapkan. Di Toko Menara 
kontrak yang ditetapkan telah sesuai dengan rukun yang disebutkan 
sebelumnya. 
c. Kontrak harus bebas dari riba. Di Toko Menara sistem yang 
diterapkan sangat jelas. Disana juga menerapkan nilai-nilai agama 
yang baik. Mereka melakukan transaksi dengan sebaik-baiknya agar 
tidak ada riba. 
d. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas 
barang tersebut. Di Toko Menara pihak toko tidak menjelaskan detail 
mengenai cacat atas barang, dalam hal ini customer harus jeli dalam 
memilih produk di Toko Menara. 
e. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan 
pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara kredit. Di Toko 
Menara jika customer ingin berbelanja maka customer langsung bisa 
melihat sendiri barang-barang yang dipajang di toko tersebut. Jika 
secara kreditpun, maka pembeli bisa langsung memilih barang, dan 
saat menggunakan kartu yang diperolehnya sehingga customer yang 
mengkredit barang dapat mencicil selama dua bulan sebesar Rp. 
500.000,- dalam berbelanja. 
Selain rukun dan syarat  ada beberapa Kaidah-kaidah khusus yang 
berkaitan dengan Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil  antara lain sebagai berikut: 
a. Harga barang dengan transaksi Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil dapat 
ditentukan lebih tinggi dari pada transaksi tunai. Namun, ketika harga 
telah disepakati, tidak dapat dirubah lagi. Ditoko menara tidak 
dijelaskan mengenai  harga tambahan, karena sistem kredit ditoko 
menara tidak ada penambahan margin (keuntungan). Harga yang 
tertera di label itulah harga yang dibayar, baik secara cash maupun 
kreditnya. 
b. Jangka waktu pengembalian dan jumlah cicilan ditentukan 
berdasarkan musyawarah dan kesepakatan kedua belah pihak. Di 
Toko Menara dijelaskan mengenai waktu penyetoran cicilan kepada 
toko, pihak kedua yang akan menyetorkan cicilan pihak ketiga pada 
toko, cicilan disetorkan satu bulan sekali dengan tanggal yang telah 
ditentukan pada pihak toko, kemudian harus lunas dibulan berikutnya 
dengan tanggal yang telah disepakati pula dikarenakan waktu cicilan 
hanya dua bulan. 
c. Manakala nasabah/customer tidak dapat membayar tepat waktu yang 
telah disepakati maka bank/pihak toko akan mencarikan jalan yang 
paling bijaksana. Untuk keterlambatan pembayaran pihak Toko 
Menara akan memblokir sementara kartu-kartu yang dimiliki 
customer. Sejauh ini pihak toko tidak menindak customer dengan jalur 
hukum. 
Pada bab sebelumnya menjelaskan mengenai cara melakukan 
kredit di Toko Menara, dengan semua ketentuan yang ada. Dimana 
dalam transaksi ini tidak hanya pihak pertama dan pihak kedua, tetapi 
melibatkan pihak ketiga. Pihak kedua dan pihak ketiga merupakan 
customer Toko Menara yang melakukan transaksi kredit, tetapi kemudian 
ada perbedaan saat bertransaksi kredit. Pihak ketiga jika ingin melakukan 
transaksi kredit harus melalui pihak kedua. Dalam hal ini pihak kedua 
menjadi perwakilan dari toko untuk membantu pihak ketiga melakukan 
transaksi kreditnya. Dalam hal keterlambatan pembayaranpun pihak toko 
tidak mau tahu atas hal tersebut, karena sudah ada kesepakatan 
sebelumnya antara pihak pertama dan pihak kedua. Semua yang 
menanggung adalah pihak kedua sebagai wakil pihak ketiga 
(wakalah)138. Jadi pihak kedua harus membayarkan terlebih dahulu jika 
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 Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian ataupemberian mandat. Lihat Muhammad 
Syafi‟I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 120. 
pihak ketiga terlambat atau tidak bisa membayar (kafalah).139 Jika pihak 
kedua tidak mampu menutupi kekurangan terlebih dahulu, maka pihak 
toko dapat mengambil kebijakan tegas seperti melakukan pemblokiran 
atas kartu dari toko (hawalah)140. Sehingga customer tidak dapat 
melakukan transaksinya selama pembayaran belum terselesaikan.  Jika 
pihak kedua berhasil memutaran kartu maka ia akan mendapatkan 
kuntingan berupa fee 10% atas jasanya. Dalam hal ini termasuk akad 
ija<rah.  
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 Hawalah yaitu pengalihan hutang dari orang yang berutang kepada orang lain yang 
wajib menanggungnya dalam istilah Ulama hal ini merupakan pemindahan beban hutang dari 
muhil (orang yang berutang) menjadi tanggungan muhal „alaih atau orang yang berkewajiban 
membayar hutang. Lihat Muhammad Syafi‟i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, 
(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm.126. 
BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
 
Berdasarkan pemaparan-pemaparan pada bab-bab sebelumnya, 
dalam penelitian ini dihasilkan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Praktik transaksi jual beli kredit di Toko Menara dengan dua cara yaitu 
secara cash dan secara kredit. Tidak seperti kebanyakan toko fashion 
yang hanya dapat melakukan transaksi secara cash. Transaksi kredit di 
Toko Menara berbeda dengan konsep kredit yang semestinya. 
Pelaksanaan transaksi kredit di Toko Menara tidak hanya antara pihak 
pertama (pihak toko) dan pihak kedua (customer), melainkan ada pihak 
ketiga yang ikut dalam transaksi tersebut. Pihak ketiga juga berperan 
sebagai customer yang ikut melakukan transaksi kredit, dimana pihak 
ketiga tidak bisa langsung berhadapan dengan pihak pertama melainkan 
melalui pihak kedua. Pembayaran kredit dibayarkan oleh pihak kedua, 
pihak ketiga membayarkan kepada pihak kedua dan pihak kedua 
membayarkan kepada pihak pertama (pihak toko). 
2. Mekanisme jual beli kredit di Toko Menara Surakarta sudah sesuai 
dengan Bai’ bi Al-tsama>n ‘a>jil, karena pembayaran dilakukan dengan 
diangsur. Adapun hubungan hukum pihak customer kepada pihak 
pembeli yakni termasuk akad ija<rah, dimana customer mencari konsumen 
(pihak pembeli) untuk memutar kartu dan kemudian pihak customer akan 
mendapatkan fee 10%  yang dapat dia gunakan untuk berbelanja. Fee 
tersebut dia dapat dari kalkulasi jumlah belanja pihak pembeli setiap 
bulannya ke Toko Menara, pihak tokopun akan langsung memberikan 
kepada customer fee  yang diperolehnya. Fee tersebut diperoleh pihak 
customer karena jasanya untuk memutarkan kartu kepada pihak pembeli. 
Tetapi jika kartu-kartu tersebut tidak diputarkan pihak customer, maka 
tidak akan menjadi masalah, misalnya kartu-kartu tersebut akan 
digunakan sendiri oleh pihak customer untuk belanja kredit di Toko 
Menara. Karena pihak toko tidak mengharuskan kartu-kartu tersebut 
habis diputarkan kepada pihak pembeli. Kemudian dalam hal ini terjadi 
juga akad wakalah, dimana pihak customer menjadi wakil dari pihak 
toko untuk menyerahkan pembayaran dari pihak pembeli ke toko, 
dikarenakan pihak pembeli tidak memiliki wewenang untuk berhubungan 
langsung kepada pihak toko. Selain itu, jika pihak pembeli tidak mampu 
membayar cicilan pada waktu yang ditetapkan, maka pihak toko tidak 
mau tahu akan hal tersebut. Dalam hal ini pihak customerlah yang 
bertanggung jawab atas keterlambatan pembayaran pihak pembeli 
dengan menutup terlebih dahulu cicilan dari pihak pembeli. Dengan 
demikian terjadilah akad hiwalah.   
B. Saran-saran  
Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis akan menyampaikan beberapa 
saran yaitu: 
1. Toko Menara sebaiknya menetapkan sistem satu arah dalam 
melakukan transaksi kredit. Jadi tidak ada pihak kedua dan pihak 
ketiga, sehingga jika customer ingin bertransaksi kredit dapat 
langsung menemui dengan pihak toko dengan membawa persyaratan 
yang telah ditentukan pihak toko.  
2. Sebaiknya pihak pembeli  harus membayar sesuai dengan tanggal 
yang telah disepakati bersama sebelumnya. Sehingga tidak 
memberatkan pihak customer.  
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